
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum 

Program Kekhususan Hukum Pidana 

 

Diajukan Oleh :  

Citta Kayana Dewi 

NIM: 30302000369 

 

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 

SEMARANG 

2024 

 



i  

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  

BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) 

 

 

 

Diajukan Oleh :  

Citta Kayana Dewi 

NIM : 30302000369 

 

Telah di setujui :  

Pada Tanggal,  24 Januari 2024 

Dosen Pembimbing :  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. 

NIDN. 88-8372-0016 

 

 



ii  

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh 

Citta Kayana Dewi 

NIM: 30302000369 

 

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji 

Pada tanggal 20 Februari 2024 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus 

 

Tim Penguji 

Ketua, 

 

 

Ida Musofiana, S.H., M.H. 

NIDN: 06-2202-9201 

 

  Anggota       Anggota 

 

  

 

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.            Prof. Dr. Eko 

Soponyono,S.H.,M.H. 

NIDN: 06-1807-6001     NIDN: 88-8372-0016 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA 

 

 

 

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. 

 



iii  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto :  

- Sungguh Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan berbuat baik. (Q.S. 

An-Nahl : 90) 

- Kerja keras ada dibalik mimpi yang besar dan diiringi oleh untaian doa kepada 

Allah SWT, tidak ada satu pun dapat terjadi atas kehendak dan ridha-Nya. (Citta 

Kayana Dewi) 

 

 

      Skripsi ini penulis persembahkan :  

      Kepada: 

- Bapak Edi Suhaidi dan Ibu RR. 

Heni Prahesti yang tercinta 

- Adik Penulis Levina Ardelia 

- Almamater Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama   : Citta Kayana Dewi 

NIM   : 30302000369 

Program Studi  : S-1 Ilmu Hukum 

Fakultas   : Hukum 

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM 

PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN 

DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”, adalah benar hasil karya Saya dan penuh 

kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau 

sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian 

hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

Semarang, 20 Februari 2024 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

Citta Kayana Dewi 

NIM : 30302000369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v  

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama   : Citta Kayana Dewi 

NIM   : 30302000369 

Program Studi  : S-1 Ilmu Hukum 

Fakultas  : Hukum 

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: 

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”. Menyetujui menjadi 

Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan 

Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam 

pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan 

akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. 

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada 

pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan 

hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak 

Universitas Islam Sultan Agung. 

 

Semarang, 20 Februari 2024 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Citta Kayana Dewi 

 NIM : 30302000369  

 

 

 

 

 

 

 

 



vi  

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 Alhamdulillahirrabil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dapat tercurah kepada 

junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah 

membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.  

 Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat 

beberapa kendala. Namun, Penulis mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dukungan, 

serta do’a dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universirtas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semrang. 

4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Prof. Dr. Eko Sopoyondo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 



vii  

6. Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Wali di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang bagi Penulis. 

7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen yang telah menyetujui judul skripsi 

yang Penulis ambil ini.  

8. Ibu Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur dan narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis 

terkait dengan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i 

sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar 

dengan nyaman. 

11. Kedua orang tua beserta adik Penulis, atas dukungan, motivasi, dan do’a dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Sahabat-sahabat Penulis Shiela Aulia Rahmi, Rachma Ramadhania, Nurulita Ike 

Yuniawati, Tata Pradita Puspitasari, dan Sylvia Apriani Riwana yang sudah 

menemani Penulis dalam menjalani hari-harinya di Semarang. 

13. Sahabat Penulis Zahra Ardhani Salehoddin dan Pinasti Putri Maulita yang sudah 

menemani Penulis dari masa-masa sebelum Penulis menjadi mahasiswa. 

14. Teman-teman perjuangan angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, serta motivasi kepada Penulis. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



viii  

16. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berikhtiar untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini tepat waktu dan sesuai dengan planning yang direncanakan. 

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas 

kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. 

Aamiin ya rabbal’alamin. 

Semarang,  20 Februari 2024 

         

 

 

 

         Citta Kayana Dewi 

         NIM. 30302000369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix  

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................................................... 1 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................................ i 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................................ ii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................................................iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....................................................................... iv 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.......................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. vi 

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ix 

ABSTRAK.................................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xiiii 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 

A.Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1 

B.Rumusan Masalah............................................................................................... 5 

C.Tujuan Penelitian ................................................................................................ 5 

D.Kegunaan Penelitian ........................................................................................... 5 

1. Kelgunaan Teloriltils : ........................................................................................... 5 

2. Kelgunaan Praktils : ............................................................................................. 6 

E.Terminologi ......................................................................................................... 6 

1. Kelbiljakan Hukum Pildana ................................................................................... 6 

2. Upaya Pelrlilndungan Hukum ............................................................................. 7 

3 .Anak ................................................................................................................ 8 



x  

4. Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual....................................................................... 8 

F. Metode Penelitian ............................................................................................... 9 

1. Meltodel Pelndelkatan ........................................................................................... 9 

2. Spelsilfilkasil Pelnelliltilan ........................................................................................ 9 

3. Jelnils dan Sumbelr Data .................................................................................... 10 

4. Meltodel Pelngumpulan Data .............................................................................. 11 

5. Meltodel Analilsils Data ...................................................................................... 13 

G. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................ 16 

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum ........................................................... 16 

1. Pelngelrtilan Pelrlilndungan Hukum ...................................................................... 16 

2. Belntuk-Belntuk Pelrlilndungan Hukum ............................................................... 16 

3. Macam-Macam Pelrlilndungan Hukum ............................................................... 17 

4. Unsur-Unsur Pelrlilndungan Hukum ................................................................... 17 

5. Cara Melmpelrolelh Pelrlilndungan Hukum ........................................................... 18 

B. Tinjauan Umum Anak ..................................................................................... 18 

1. Pelngelrtilan Anak .............................................................................................. 18 

2. Keldudukan Anak ............................................................................................ 21 

3. Hak-Hak Anak ................................................................................................ 22 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual ....................................... 22 

1. Pelngelrtilan Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual .................................................... 22 

2. Dasar Hukum Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual ............................................... 23 



xi  

3. Jelnils-Jelnils Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual ................................................... 25 

4. Faktor-Faktor Telrjadilnya Kelkelrasan Selksual .................................................... 28 

5. Pelncelgahan Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual .................................................. 30 

6. Dampak Tilndak Pildana Kelkelrasan Selksual ....................................................... 32 

7. Stratelgil Pelnanganan Kelkelrasan Selksual............................................................ 34 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................................... 36 

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak 

dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur ............................................................................................................................ 36 

B.Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya dalam Upaya Melindungi Anak 

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Akan Datang di Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur .................................................................................................. 55 

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 59 

A.Kesimpulan…………………………………………………………………………...59 

B.Saran………………………………………………………………………………….60 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….... 

LAMPIRAN……………………………………………………………………………………...… 

 

 

 

 

 

 



xii  

ABSTRAK 

 

 Anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum. Meskipun, korban masih mengalami trauma atau rasa takut. Oleh karena itu, 

pemerintah memberikan solusi dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada 

pelaku melalui lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana 

bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur serta kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak 

korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi 

penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data 

primer yaitu dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan 

data sekunder dengan membaca dan menganalisis bahan hukum seperti studi 

kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode normatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur memiliki kebijakan bahwa ketentuan pemeriksaan perkara harus 

memperhatikan hak-hak anak atau hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan ketentuan hukum acara 

pidana. Sedangkan, dimasa yang akan datang Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap 

mengikuti ketentuan yang saat ini dijalankan kecuali jika ada perubahan pada undang-

undang perlindungan anak. Dan persidangan terhadap perlindungan hukum anak korban 

kekerasan seksual sudah dilaksanakan sesuai aturan dan hukum acara yang berlaku.  

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
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ABSTRACT 

 

 Child victims of sexual violence have the right to obtain legal protection. 

Although, the victim still experiences trauma or fear. Therefore, the government provided 

a solution by filing a lawsuit for compensation against the perpetrator through the 

authorized institution, namely the District Court. This research aims to determine 

criminal law policies in criminal law protection for children in cases of criminal acts of 

sexual violence at the East Jakarta District Court as well as criminal law policies that 

should be in an effort to protect child victims of criminal acts of sexual violence in the 

future at the East Jakarta District Court. 

 This research uses a sociological juridical approach with research specifications 

using descriptive-qualitative. The type of data used is qualitative data and the research 

data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials. The primary data collection method is by 

interviewing judges at the East Jakarta District Court and secondary data by reading and 

analyzing legal materials such as literature studies. The data analysis method used in this 

research uses a normative method. 

 The results of this research indicate that the Panel of Judges at the East Jakarta 

District Court has a policy that the provisions for case examination must pay attention to 

the rights of children or the rights of victims of criminal acts of sexual violence, as well 

as comply with the provisions of the child protection law and the provisions of the 

criminal procedure law. Meanwhile, in the future the East Jakarta District Court will 

continue to follow the provisions currently implemented unless there are changes to the 

child protection law. And trials regarding the legal protection of child victims of sexual 

violence have been carried out in accordance with applicable rules and procedural law. 

Keywords: Criminal Law Policy, Children, Sexual Violence Crimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ne lgara Ke lsatuan Re lpublilk Ilndone lsi la (NKRIl) me lrupakan salah satu 

ne lgara yang be lrlandaskan pada dasar hukum (relchtstaat), tildak belrlandaskan pada 

dasar kelkuasaan (machtstaat). Hal telrse lbut sudah dilje llaskan pada UndangUndang 

Dasar Ne lgara Re lpubli lk Ilndone lsi la Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang me lmbahas 

telntang “Ne lgara Ilndone lsi la adalah nelgara hukum.
1
 Ne lgara Ilndone lsi la melrupakan 

ne lgara hukum, maka nelgara Ilndone lsi la melngi lngi lnkan supaya di lte lgakkannya 

hukum olelh se lmua masyarakat Ilndone lsi la. Maksudnya, se lti lap pelrlakuan yang 

di lpelrbuat maka harus belrdasarkan delnganaturan-aturan hukum yang be lrlaku. 

Pe lnge lrti lan daril hukum yai ltu suatu rangkai lan yang be lri lsi lkan 

pe lraturanpelraturan telrkailt delngan pe lri llaku se lse lorang se lbagai l anggota masyarakat, 

dan belrtujuan untuk melwujudkan ke lbahagi laan, kelse llamatan, selrta melwujudkan 

ke ltelrtilban pada kelhi ldupan masyarakat. Se lti lap ilndi lvi ldu masyarakat melmi llilkil 

macam-macam kelpe lntilngan, maka untuk melmelnuhi l ke lpelnti lngan telrse lbut se ltilap 

anggota masyarakat harus me llakukan hubungan yang di latur ole lh hukum untuk 

melwujudkan suatu kelse li lmbangan yang te lrdapat dil dalam masyarakat.
2
 

Ne lgara Ke lsatuan Re lpublilk Ilndone lsi la me lmillilki l tujuan yang se lcara jellas 

di ltuangkan dalam Undang-Undang Dasar Ne lgara Re lpublilk Ilndone lsi la 1945 bahwa 

 

                                                 
1 Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin,Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan 

Pada Anak Di Indonesia,Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42. 
2
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 

(Bandung : Rafika Aditama , 2013), hal 3. 



2  

 

Ne lgara belrtujuan melli lndungi l se lge lnap bangsa Ilndone lsi la dan se lluruh tumpah darah 

Ilndone lsi la, me lmajukan kelse ljahtelraan umum, melnce lrdaskan kelhi ldupan bangsa, dan 

i lkut selrta dalam upaya pe lrdamailan dunila, belrdasarkan kelmelrdelkaan, pelrdamailan 

abadil, dan ke ladillan sosi lal. Se lhubungan de lngan i ltu, sudah se lpantasnya masyarakat 

Ilndone lsi la me lndapatkan pelrlilndungan dalam selgala aspe lk ke lhildupannya. Namun 

dalam fakta yang te lrjadil di l masyarakat be lrbandilng te lrbalilk de lngan tujuan ne lgara 

ki lta. Banyak pe lrmasalahan yang te lrjadil se li lrilng de lngan pe lrke lmbangan zaman, i llmu 

pe lnge ltahuan dan telknologi l yang se lmakiln be lrkelmbang pe lsat. Se lhi lngga, 

melni lmbulkan banyak pola tilngkah laku manusi la yang be lrubah se lmakiln komplelks. 

Se lmakiln banyak pola tilngkah laku manusila yang ti ldak se lsuai l de lngan norma-norma 

yang be lrlaku dil masyarakat.
3
 Maka dapat telrjadil pe llanggaran-pe llanggaran tilndak 

pi ldana atau keljahatan. 

Anak me lrupakan amanah daril Allah SWT yang harus di ljaga dan di llilndungi l 

karelna dalam dilri l se lorang anak mellelkat hak-hak, harkat, dan martabatnya se lbagai l 

manusila yang harus di ljunjung ti lnggi l. Ne lgara Ilndone lsi la melnjamiln hak-hak se lorang 

anak dalam kelbelrlangsungan hi ldup, tumbuh, se lrta belrke lmbang, dan pelrlilndungan 

daril kelke lrasan selrta dilskri lmilnasi l selpe lrtil yang te lrmuat dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

Ke lhi ldupan anak tildak dapat dilpi lsahkan daril ke lhi ldupan bangsa dan nelgara 

se lhi lngga pe lrmasalahan anak juga melrupakan pelrmasalahan bangsa dan nelgara. 

Se lhi lngga pe lntilng pe lnanganan telrhadap pelrmasalahan anak, maka nelgara belrpelran 

                                                 
3
 Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara, Pekanbaru Alaf Riau , 2010, hal 81 
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pe lntilng untuk turut se lrta dalam se ltilap pelrtumbuhan anak mulail daril ke llahilran anak 

sampail de lngan de lwasa. 

Pe lnye lle lsai lan pelrmasalahan anak tildak dapat dillakukan selndi lril olelh salah 

satu pilhak, teltapil dillakukan selcara be lrsama-sama. Mulail daril admilni lstrasi l 

ke lpelndudukan, pelndi ldi lkan, pelrgaulan sosi lal hilngga pelrli lndungan hukum. Se lluruh 

pe lrmasalahan anak tildak telrlelpas daril hak-hak se lrta ke lwajilban pi lhak dil luar dilri l 

anak selhi lngga pe lrnye lle lsai lan pelrmasalahan anak harus belrjalan. 

Pe lmelnuhan kelbutuhan dan hak anak melnjadil tanggung jawab orang tua, 

ke lluarga, masyarakat, dan nelgara. Me lndasaril konse lp pe lmelnuhan hak anak yang 

se lcara melrata, melnye lluruh untuk melwujudkan pelrlilndungan dan kelse ljahtelraan 

anak maka pada tahun 2002 pelmelri lntah melmbe lntuk Undang-Undang Nomor 23 

telntang Pe lrli lndungan Anak yang tellah di lubah melnjadil Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 telntang Pe lrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 te lntang 

Pe lrlilndungan Anak. 

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 melnelgaskan, 

Ne lgara, Pe lme lrilntah, Pe lmelri lntah Daelrah, Masyarakat, Ke lluarga, dan Orang Tua 

atau Walil belrke lwajilban dan belrtanggung jawab te lrhadap pelnye llelnggaraan 

Pe lrlilndungan Anak. Te ltapil belntuk ke lwaji lban dan tanggung jawab ne lgara, orang 

tua, kelluarga, masyarakat be lrbe lda antara satu dan lailnnya se lsuai l de lngan pe lrannya 

masilng-masilng. 

Me lnurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 te lntang 

Pe lrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 telntang Pe lrli lndungan 

Anak, pe lnge lrti lan pelrli lndungan anak adalah se lgala kelgi latan untuk melnjamiln dan 
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melli lndungi l Anak dan hak-haknya agar dapat hildup, tumbuh, belrke lmbang, dan 

be lrpartilsi lpasil se lcara optilmal selsuai l de lngan harkat dan martabat kelmanusi laan, selrta 

melndapat pelrli lndungan daril kelke lrasan dan dilskri lmilnasi l. Selhi lngga anak dapat 

tumbuh dan belrke lmbang selsuai l delngan anak selusi lanya. Dalam hal pelrli lndungan 

anak telrhadap kasus kelke lrasan se lksual, pe lmelri lntah, pelmelri lntahan daelrah dan 

lelmbaga ne lgara lai lnnya be lrke lwajilban dan be lrtanggung jawab untuk melmbe lrilkan 

pe lrlilndungan khusus ke lpada anak, salah satunya di lbe lri lkan ke lpada anak korban 

ke ljahatan selksual.
4
 

Kasus ke lke lrasan selksual pada anak banyak di ltelmui l dil Jakarta Tilmur. 

Telrcatat hilngga tahun 2023 kasus kelke lrasan selksual pada anak dil Kota Jakarta 

Tilmur me lncapail 314 kasus. Hal i lni l banyak telrjadil kare lna kurangnya pe lnde lkatan 

orang tua ke lpada anak se lhi lngga anak te lrse lbut melnutup dilri l dan tildak adanya 

komunilkasi l yang bai lk antara orang tua dan anak. Hal i lni l be lrdampak pada trauma 

yang me lndalam telrhadap psilki ls anak, pe lri llaku selorang anak yang me lnyi lmpang, 

dan dapat melngganggu pe lrke lmbangan otak anak. Pellaku yang me llakukan 

ke lkelrasan se lksual pada anak tildak hanya dari l orang lai ln te ltapil ke lkelrasan i ltu 

di llakukan olelh orang te lrde lkat tildak telrke lcualil orang tuanya se lndi lri l. Se ldangkan 

untuk korban kelke lrasan selksual pada anak di lmulail dari l relntang usi la 0-17 tahun.  

Be lrdasarkan urailan yang pe lnuli ls urailkan dilatas, pelnuli ls melmilli lkil tujuan 

untuk mellakukan pelne lliltilan dan melmbahas lelbilh dalam telntang bagai lmana 

ke lbiljakan hukum pildana dalam upaya pe lrli lndungan hukum bagi l anak dalam kasus 

tilndak pildana kelke lrasan selksual yang di llakukan dil Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta 

                                                 
4
 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Tilmur, dalam suatu pelnuli lsan skri lpsi l yang be lrjudul : “Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.” 

B. Rumusan Masalah 

Be lrdasarkan urailan latar bellakang masalah dilatas, pelnulils melrumuskan 

masalah yang akan di lbahas se lbagai l belri lkut : 

1. Bagai lmana kelbi ljakan hukum pildana dalam pelrlilndungan hukum pi ldana 

bagi l anak dalam kasus tilndak pi ldana kelke lrasan selksual di l Pe lngadi llan 

Ne lge lri l Jakarta Tilmur? 

2. Bagai lmana kelbi ljakan hukum pildana yang se lharusnya dalam upaya 

melli lndungi l anak korban ti lndak pildana ke lkelrasan se lksual yang akan 

datang di l Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pe lne lliltilan dalam pelnulilsan skri lpsi l i lni l selbagai l be lri lkut : 

1. Untuk melnge ltahui l kelbi ljakan hukum pildana dalam pelrli lndungan hukum 

pi ldana bagil anak dalam kasus ti lndak pi ldana kelkelrasan se lksual dil 

Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur. 

2. Untuk melnge ltahui l kelbi ljakan hukum pildana yang se lharusnya dalam 

upaya melli lndungi l anak korban tilndak pildana kelke lrasan selksual yang 

akan datang di l Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Ke lgunaan Te loriltils : 

Hasi ll pe lne lli ltilan i lni l di lharapkan dapat me lnge lmbangkan pe lnge ltahuan 

i llmu dilbi ldang hukum te lrkai lt delngan ke lbi ljakan hukum dalam 
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melli lndungi l anak dalam tilndak pildana ke lkelrasan se lksual selrta dapat  

melngelmbangkan upaya-upaya dalam mellilndungil anak korban tilndak 

pildana kelkelrasan selksual. 

2. Ke lgunaan Prakti ls : 

 

Hasi ll dari l pe lnellilti lan ilni l dilharapkan dapat belrguna dalam pelngaturan 

pe lrkelmbangan hukum se lrta dapat melnjadi l kelbi ljakan yang le lbi lh bailk 

bagi l praktilsi l hukum, selpe lrtil hakilm dan pelngacara yang me lnangani l 

kasus-kasus ke lke lrasan selksual. 

E. Terminologi 

1. Ke lbi ljakan Hukum Pildana 

 Me lnurut KBBIl (Kamus Be lsar Bahasa Ilndone lsi la), pelnge lrti lan 

ke lbiljakan adalah rangkailan konse lp dan asas yang akan me lnjadil gari ls 

be lsar dan selbagai l dasar re lncana untuk pellaksanaan daril suatu pelke lrjaan, 

ke lpelmi lmpilnan, dan cara belrtilndak (telntang pe lme lri lntahan, organi lsasi l); 

ungkapan ci lta-cilta, tujuan, prilnsi lp dan se lbagai l gari ls pe ldoman 

manajelme ln untuk usaha yang me lncapail sasaran.
5
 Pe lnge lrti lan kelbi ljakan 

juga di lkelmukakan olelh para ahlil, salah satunya Noe lng Muhadjilr 

ke lbiljakan melrupakan upaya me lmelcahkan problelm sosi lal bagi l 

ke lpelnti lngan masyarakat atas asas ke ladillan dan kelse ljahelraan 

masyarakat. Dan dalam kelbi ljakan seltildaknya harus melme lnuhil elmpat 

hal pelnti lng yakni l; (1)tilngkat hi ldup masyarakat melni lngkat, (2)telrjadil 

ke ladillan : By thel law, socilal justilce l, dan pelluang pre lstasi l dan krelasi l 

                                                 
5
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/bijak diakses tanggal 22 

November 2023 

https://kbbi.web.id/bijak
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i lndilvi ldual, (3)dilbe lri lkan pelluang aktilf partilsi lpasi l masyarakat (dalam 

melmbahas masalah, pelrelncanaan, kelputusan dan ilmplelmelntasi l), dan 

(4)telrjamilnnya pe lnge lmbangan be lrke llanjutan.
6
 

Se ldangkan pe lnge lrti lan hukum pildana melnurut KBBIl (Kamus Be lsar 

Bahasa Ilndone lsi la) adalah hukum yang me lne lntukan pelrilsti lwa 

(pe lrbuatan krilmilnal) yang di lancam delngan pi ldana.
7
 Dari l de lfi lni lsi l- 

de lfilni lsi l di latas dapat dilsi lmpulkan bahwa kelbi ljakan hukum pildana adalah 

cara belrtilndak dalam suatu pelri lsti lwa yang di lancam delngan pi ldana. 

2. Upaya Pe lrli lndungan Hukum 

 

Me lnurut KBBIl (Kamus Be lsar Bahasa Ilndone lsi la), pelnge lrti lan upaya 

adalah usaha; ilkhtilar (untuk melncapail suatu maksud, melmelcahkan 

pe lrsoalan, melncaril jalan kelluar, dan se lbagai lnya); daya upaya.
8 

Se ldangkan pe lnge lrti lan pelrli lndungan hukum melnurut Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 1999 telntang Pelrs, pelrlilndungan hukum adalah jamilnan 

pe lrlilndungan pe lme lrilntah dan atau masyarakat kelpada wargane lgara 

dalam mellaksanakan fungsi l, hak, ke lwajilban, dan pelranannya se lsuai l 

de lngan ke ltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku. 

Salah satu ahlil hukum yai ltu Satjilto Rahardjo belrpe lndapat bahwa 

pe lrlilndungan hukum adalah adanya upaya me llilndungi l ke lpe lnti lngan 

se lse lorang de lngan cara melngalokasi lkan suatu Hak Asasi l Manusila 

ke lkuasaan kelpadanya untuk be lrtilndak dalam rangka kelpelnti lngannya 

                                                 
6
 Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. 

Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, hal 15 
7
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/hukum diakses tanggal 22 

November 2023 
8
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/upaya diakses tanggal 22 

November 2023 

https://kbbi.web.id/hukum
https://kbbi.web.id/upaya
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telrselbut.
9
 

3. Anak 

 

Me lnurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te lntang Pe lrubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te lntang Pe lrli lndungan 

Anak, pe lnge lrti lan Anak adalah selse lorang yang be llum belrusi la 18 

(de llapan bellas) tahun, telrmasuk anak yang masilh dalam kandungan. 

Se ldangkan pe lnge lrti lan anak melnurut KUHP (Ki ltab Undang-Undang 

Hukum Pi ldana) dalam Pasal 45 adalah orang yang be llum cukup umur 

(mi lnde lrjari lg) karelna mellakukan suatu pelrbuatan selbellum umur elnam 

be llas tahun. 

4. Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual 

 

Me lnurut KBBIl (Kamus Be lsar Bahasa Ilndone lsi la), pelnge lrti lan 

ke lkelrasan adalah 1)pelri lhal (yang be lrsi lfat, be lrcilri l) ke lras, 2)pe lrbuatan 

se lse lorang atau kellompok orang yang me lnye lbabkan celdelra atau matilnya 

orang lai ln atau melnye lbabkan ke lrusakan fi lsi lk atau barang orang lai ln, 

3)paksaan.
10

 Se ldangkan pe lnge lrti lan se lksual melnurut KBBIl (Kamus 

Be lsar Bahasa Ilndone lsi la) adalah 1)belrke lnaan delngan se lks (je lni ls 

ke llamiln), 2)be lrkelnaan delngan pe lrkara pelrse ltubuhan antara lakil-laki l dan 

pe lrelmpuan.
11

 Maka dapat dilambill kelsi lmpulan bahwa kelkelrasan selksual 

adalah pelrbuatan selse lorang atau ke llompok orang yang me lnye lbabkan 

celde lra dan belrkelnaan delngan se lks. 

                                                 
9
 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121. 

10
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/keras diakses 

tanggal 23 November 2023 
11

 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/seksual diakses tanggal 23 

November 2023 

 

https://kbbi.web.id/keras
https://kbbi.web.id/seksual
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Me lnurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 

telntang Ti lndak Pildana Ke lke lrasan Selksual, pelnge lrti lan tilndak pildana 

ke lkelrasan selksual adalah selgala pelrbuatan yang me lmelnuhi l unsur tilndak 

pi ldana selbagailmana dilatur dalam Undang-Undang i lni l dan pelrbuatan 

ke lkelrasan se lksual lailnnya se lbagai lmana di latur dalam Undang-Undang 

se lpanjang di ltelntukan dalam Undang-Undang i lni l. 

F. Metode Penelitian 

 

Untuk me lmpelrolelh data yang te lpat pelrlu suatu meltode l yang di lpelrlukan 

dalam pelne llilti lan yai ltu se lbagai l be lrilkut: 

1. Me ltodel Pe lndelkatan 

 

Me ltodel pe lnde lkatan yang di lgunakan dalam pelnellilti lan ilni l adalah 

pe lndelkatan yuri ldi ls sosi lologi ls yang me lnggunakan pe lngkaji lan mellaluil 

pe lraturan pelrundang-undangan, pe lnde lkatan konse lptual, pelndelkatan 

mellaluil kasus, dan pandangan masyarakat. Pelne llilti lan ilni l melrupakan 

suatu prosels me lndalam guna melnganalilsi ls hukum, prilnsi lp-pri lnsi lp 

hukum, se lrta doktriln-doktri ln hukum de lngan tujuan untuk melnelmukan 

solusi l telrhadap ilsu-i lsu hukum yang di lhadapil.
12

 

2. Spe lsi lfi lkasil Pelnelliltilan 

 

Spe lsi lfi lkasil pe lnellilti lan yang di lgunakan adalah pelnelli ltilan delskri lptilf 

kualiltatilf, yai ltu melnganali lsi ls, melnggambarkan selrta melri lngkas data 

yang di lkumpulkan mellaluil wawancara dalam kasus ke lkelrasan se lksual 

telrhadap anak. 

                                                 
12 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 35 
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3. Jelni ls dan Sumbelr Data 

 

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan sumber data 

yang di lpe lrolelh daril pelne lliltilan ilni l adalah data prilme lr dan data selkunde lr 

yang akan di lpaparkan selbagai l be lri lkut : 

a. Data Prilmelr 

 

Data prilmelr yang di lgunakan dalam pelne lliltilan ilni l diperoleh dari 

masyarakat melalui wawancara kelpada pi lhak Pelngadi llan Nelge lri l 

Jakarta Tilmur. 

b. Data Selkundelr 
 

Data se lkundelr yang di lgunakan dalam pelne lliltilan ilni l belrupa melncari l 

dan melmbaca liltelratur yang be lrhubungan delngan masalah yang 

akan diltelli ltil. Data selkunde lr telrdi lril dari l : 

1) Bahan Hukum Prilmelr 

 

Adalah bahan hukum yang me lrujuk pada matelri l hukum yang 

melmi llilki l ke lkuatan melngi lkat karelna di lke lluarkan olelh 

pelmelrilntah.
13

 

a) Undang-Undang Dasar Ne lgara Relpubli lk Ilndone lsi la 1945. 

                                                 
13 Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 103. 
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b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te lntang Pe lrubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Telntang 

Pe lrlilndungan Anak. 

c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 telntang Tilndak 

Pi ldana Ke lke lrasan Selksual. 

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang 

Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban. 

e) Ki ltab Undang-Undang Hukum Pi ldana (KUHP) 

f) Ki ltab Undang-Undang Hukum Acara Pildana (KUHAP) 

2) Bahan Hukum Selkundelr 

 

Adalah bahan hukum yang me lmbe lrilkan pe lnjellasan telrhadap 

bahan hukum prilme lr, se lpe lrtil jurnal, buku, arti lkell, hasi ll 

pe lnelli ltilan, dan selbagai lnya yang dapat di lgunakan se lbagai l 

re lfelre lnsi l dalam pelnulilsan pe lne lliltilan i lnil. 

3) Bahan Hukum Telrsilelr 
 

Adalah bahan hukum yang me lnjadi l pelle lngkap antara bahan 

hukum pri lmelr dan se lkunde lr, se lpe lrtil kamus, e lnsi lklopeldi la 

hukum, dan lailn se lbagai lnya. 

4. Me ltodel Pe lngumpulan Data 

 
Me ltodel pe lngumpulan data adalah cara yang di lgunakan untuk melncaril 

dan melngumpulkan data-data yang di lbutuhkan dalam selbuah pelne lliltilan. 

Adapun me ltode l pelngumpulan data yang di llakukan selbagai l belri lkut: 

a. Data Prilmelr 



13  

Data prilmelr yang di lgunakan dalam pe lnelli ltilan normatilf  

yai ltu delngan wawancara delngan pi lhak telrkai lt dalam 

pe lnelli ltilan ilni l yai ltu hakilm Pe lngadi llan Nelge lril Jakarta Tilmur. 

b. Data Selkundelr 

 
Data selkunde lr yang di lgunakan dalam pelne lliltilan i lnil adalah 

melmbaca liltelratur-li ltelratur pelndukung se lpe lrtil dokumeln-

dokumeln putusan, buku-buku ke lpustakaan, dan jurnal 

telrkai lt delngan pe lne lliltilan i lnil. 

5. Me ltodel Anali lsi ls Data 

 

Me ltodel analilsi ls data yang di lgunakan dalam pelne llilti lan ilni l adalah 

meltode l analilsi ls normatilf. Di lmana, dalam seltilap data yang 

di lpelrole lh akan dilanalilsi ls se lcara melnye lluruh telntang 

pe lrmasalahan yang akan di lgambarkan dalam belntuk kalilmat 

de lngan te lliltil. Tujuannya agar pe lnuli ls dapat melnyi lmpulkan 

telrkai lt Ke lbi ljakan Hukum Pi ldana Dalam Upaya Pe lrlilndungan 

Hukum Bagi l Anak Dalam Kasus Ti lndak Pildana Ke lke lrasan 

Se lksual dil Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Ti lmur, yang di lurai lkan 

dalam belntuk de lskri lptilf. 

G. Sistematika Penulisan 

Si lste lmatilka dalam pelnulilsan hukum te lrdi lril dari l 4 (e lmpat) bab , 

yai ltu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab i lni l melrupakan bagilan pelngantar, pada bab ilni l belri lsi l latar 

be llakang masalah yang me lngurai lkan telntang masalah yang 

melngangkat judul se lbagai l karya i llmi lah yang di lbuat pe lnuli ls, 

ke lmudilan masalah yang akan dilbahas dilrumuskan se lcara spelsi lfi lk, 

tujuan pelne lliltilan, kelgunaan pe lnelli ltilan, telrmilnologi l, meltodel 

pe lnelli ltilan, jadwal pelne lliltilan, dan si lstelmatilka pelnuli lsan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ilni l melmbahas telntang tilnjauan umum melnge lnai l 

pe lrlilndungan hukum, me llilputi l: pe lnge lrti lan pelrli lndungan hukum, 

be lntuk-be lntuk pelrlilndungan hukum, macam-macam pelrlilndungan 

hukum, unsur-unsur pe lrli lndungan hukum, dan cara melmpelrolelh 

pe lrlilndungan hukum. Tilnjauan umum melnge lnai l anak, melli lputil: 

pe lnge lrti lan anak, keldudukan anak, dan hak-hak anak. Ti lnjauan 

umum tilndak pildana ke lkelrasan se lksual me llilputil: pe lnge lrti lan tilndak 

pi ldana kelke lrasan selksual, dasar hukum tilndak pildana kelkelrasan 

se lksual, jelni ls-je lni ls ti lndak pildana kelkelrasan selksual, faktor-faktor 

telrjadilnya ke lke lrasan se lksual, pe lnce lgahan ti lndak pi ldana kelke lrasan 

se lksual, dampak tilndak pi ldana kelkelrasan se lksual, dan stratelgi l 

pe lnanganan kelke lrasan selksual. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ilni l melnjawab dan melmaparkan rumusan masalah yang 

di langkat olelh pe lnulils me lnge lnai l ke lbi ljakan hukum pildana dalam 

pe lrlilndungan hukum pi ldana bagi l anak dalam kasus ti lndak pildana 

ke lkelrasan se lksual dil Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta dan kelbiljakan 

hukum pi ldana yang se lharusnya dalam upaya me lli lndungi l anak 

korban tilndak pi ldana kelkelrasan se lksual yang akan datang di l 

Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ilni l, pe lnulils akan melmaparkan melnge lnai l ke lsi lmpulan 

daril hasi ll pelnelli ltilan yang te llah dillakukan dan saran-saran yang 

melrupakan kontrilbusi l pe lmilki lran daril pe lnulils. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

1. Pe lnge lrti lan Pe lrlilndungan Hukum 

 Me lnurut Satjilpto Rahardjo, pelrlilndungan hukum adalah 

pe lrlilndungan te lrhadap kelpe lntilngan se lse lorang de lngan cara 

melngalokasi lkan ke lkuasaan kelpadanya untuk be lrtilndak dalam rangka 

ke lpelnti lngannya te lrse lbut. Adapun yang di lmaksud delngan ke lkuasaan 

adalah hak, yai ltu kelkuasaan yang hanya di lbelri lkan olelh hukum kelpada 

se lse lorang.
14

 

 Pe lrlilndungan hukum juga dapat dilartilkan se lbagai l upaya hukum 

yang harus di lbe lri lkan olelh aparat pelne lgak hukum yang me lmbelri lkan 

rasa aman, bailk se lcara pilki lran maupun fi lsi lk atas gangguan dan 

be lrbagai l ancaman daril pi lhak manapun.
15

 

2. Be lntuk-Be lntuk Pe lrli lndungan Hukum 

Be lntuk-be lntuk pe lrli lndungan hukum se lcara umum telrbagi l me lnjadil 2 

(dua), yai ltu se lbagail be lri lkut: 

a. Pe lrlilndungan hukum se lcara prelve lnti lf 

Pe lrlilndungan hukum se lcara pre lve lntilf dapat dilartilkan se lbagai l 

pe lrlilndungan yang te lrdapat dalam pelraturan pelrundang-undangan 

                                                 
14

 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 

53. 
15

 Diana Yusyanti. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hal. 623 
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untuk melnce lgah suatu pe llanggaran dan me lmbelri lkan suatu Batasan 

dalam mellakukan selbuah kelwajilban. 

b. Pe lrlilndungan hukum se lcara relpre lsi lf 

Pe lrlilndungan hukum re lpre lsi lf dapat dilartilkan se lbagai l pe lrlilndungan 

akhilr, yang dapat belrupa de lnda, pe lnjara, atau hukuman tambahan 

yang di lbe lri lkan ke lpada selse lorang yang me llakukan suatu 

pe llanggaran. 

3. Macam-Macam Pelrlilndungan Hukum 

Macam-macam pelrlilndungan hukum telrbagi l melnjadil 3, yai ltu se lbagail 

be lrilkut: 

a. Pe lrlilndungan hukum pe lrdata  

Pe lrlilndungan yang di latur dalam Ki ltab Undang-Undang Hukum 

Pe lrdata (KUHPe lrdata) belrupa ganti l rugi l. 

b. Pe lrlilndungan konsume ln 

Pe lrlilndungan yang di lbe lrilkan be lrdasarkan hak-hak dan upaya 

dalam melnjamiln kelpastilan hukum. 

c. Pe lrlilndungan anak 

Pe lrlilndungan yang di lbe lri lkan kelpada anak be lrdasarkan hak-haknya 

se lcara optilmal. 

4. Unsur-Unsur Pe lrli lndungan Hukum 

Unsur-unsur pe lrlilndungan hukum dapat di lpelnuhi l apabilla melmelnuhi l 

unsur se lbagai l be lri lkut: 

a. Pe lrlilndungan dari l pe lmelri lntah kelpada warga ne lgaranya. 
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b. Me lndapatkan jamilnan ke lpastilan hukum yang di lbe lri lkan olelh 

pe lmelri lntah. 

c. Be lrke lnaan delngan hak-hak warga ne lgara. 

d. Telrdapat sanksil hukuman bagi l yang me llanggarnya. 

5. Cara Melmpe lrolelh Pe lrlilndungan Hukum 

 Pe lrlilndungan hukum sangat pe lnti lng kare lna se ltilap warga ne lgara 

be lrhak melmpelrolelh pe lrlilndungan hukum agar melndapatkan 

pe lrlilndungan pe lnuh keltilka melnjadil korban, walaupun saat ilnil 

pe lrlilndungan hukum be llum dillaksanakan se lcara optilmal. Selhilngga 

aparat pelne lgak hukum di lharapkan mampu melmbe lrilkan pe lrlilndungan 

hukum se lsuail de lngan pe lraturan yang ada. 

 Me lnurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

melnyatakan bahwa se ltilap orang be lrhak di lakuil se lrta melndapatkan 

jamilnan pelrlilndungan hukum yang sama di l mata hukum. 

 Se lse lorang akan melndapatkan pelrlilndungan hukum delngan 

mellaporkan selgala belntuk tilndak pildana atau pelrbuatan yang 

melrugi lkan ke lpada poli lsi l. Ke lpoli lsi lan melmilli lkil we lwe lnang dan tugas 

untuk mellilndungi l warga ne lgara. 

B. Tinjauan Umum Anak 

1. Pe lnge lrti lan Anak 

 Ke lhadi lran selorang anak bagi l orang tua me lrupakan selbuah karunila 

yang luar bilasa daril Allah SWT kare lna anak adalah selbuah tilti lpan 
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yang di lbe lrilkan olelh Allah SWT dan anak telrse lbut dilharapkan melnjadil 

rahmat untuk keldua orang tuanya. Allah SWT me lncilptakan se lse lorang 

se lsuai l delngan apa yang i la ke lhelndaki l, se lsuai l delngan fi lrman Allah 

dalam Surah Asy-Syuura ayat 49 sampail ayat 50:  

- Ayat 49: 

                                                            ٱ                ٱ              
          ٱ                                

Arti lnya: “Ke lpunyaan Allah-lah ke lrajaan langi lt dan bumi l, Di la 

melnci lptakan apa yang Di la kelhe lndakil. Di la melmbelri lkan anak-anak 

pe lrelmpuan kelpada silapa yang Di la kelhe lndakil dan melmbe lrilkan 

anak-anak lellakil kelpada si lapa yang Di la ke lhe lndakil,” 

- Ayat 50: 

                   ۥ                                                                                    

Arti lnya: “atau Dila melnganuge lrahkan ke ldua jelni ls lakil-laki l dan 

pe lrelmpuan (kelpada si lapa) yang di lke lhelndaki l-Nya, dan Di la 

melnjadilkan mandul silapa yang Di la ke lhe lndakil. Se lsungguhnya Di la 

Maha Me lnge ltahuil lagi l Maha Kuasa.” 

Dalam ayat telrse lbut melnjellaskan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala 

melnci lptakan  langi lt dan bumil se lsuail de lngan yang di lke lhelndaki l-Nya 

dan jilka Allah subhanahu wa ta’ala tildak melnghe lndaki l maka tildak 

akan ada yang di lcilptakan. Allah subhanahu wa ta’ala  juga melmbe lril 

ke lpada silapa yang di lke lhe lndaki l-Nya se lrta Allah subhanahu wa ta’ala 

tildak akan melmbelril apabilla tildak dilke lhe lndakil-Nya.  
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 Pe lnge lrti lan anak melnurut Al- Qur’an adalah al-walad. Kata walad 

yang be lntuk jamaknya adalah awlâd dalam bahasa Arab be lrarti l anak 

yang di llahi lrkan olelh orangtuanya, bai lk i la belrje lnils ke llamiln lakil-laki l 

maupun pelre lmpuan, bailk sudah be lsar maupun masilh ke lcill.
16

 

 Pe lndapat Ilbnu Abbas salah selorang ahli l tafsi lr dil kalangan sahabat 

Nabi l Muhammad SAW dalam melnafsi lrkan kata-kata “walad” pada 

ayat 176 surat An-Ni lsa yang me lmpunyai l pe lnge lrti lan melncakup bailk 

anak lakil-laki l maupun pelre lmpuan. Pandangan i lnil sangat be lrbelda 

de lngan i ljma para fuqaha dan ulama yang di lanut sellama ilni l, bahwa 

yang di lmaksud de lngan “walad” dalam ayat te lrse lbut hanya anak lakil-

lakil saja, tildak te lrmasuk anak pelre lmpuan. Namun delmi lkilan, 

pe lnge lrti lan “walad” dalam nash bilsa belrartil lakil-laki l dan juga bilsa 

be lrartil pelre lmpuan.
17

 

 Pe lnge lrti lan anak melnurut Ki ltab Undang-Undang Hukum Pi ldana 

(KUHP) adalah orang yang be llum cukup umur (mi lndelrjari lg) kare lna 

mellakukan pelrbuatan selbellum umur elnam be llas tahun.  

 Pe lnge lrti lan anak melnurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

telntang Pe lrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 

1 angka 1 adalah selse lorang yang be llum belrusi la 18 (dellapan bellas) 

tahun, telrmasuk anak yang masi lh dalam kandungan.  

  Batas usi la anak maksudnya pe lnge llompokan usila maksilmal 

se lbagai l wujud kelmampuan anak dalam aspelk hukum, sampail anak 

                                                 
16

 Ma’lûf, Lois. tth. al-Munjid. Beirut: Al-Mathba’ah al-Katsolikiyah, hal 1019 
17

 Abdul Wahab Khalaf, 1990, Ilmu Usul al-Fiqh, Cairo : Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah 

Shabab Al-Azhar, hal 95 
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telrse lbut be lralilh status melnjadil usi la delwasa atau subjelk hukum yang 

normal.
18

 

2. Ke ldudukan Anak 

Ke ldudukan anak dalam Undang-Undang Pe lrlilndungan Anak te lrbagi l 

melnjadil 2 yai ltu se lbagai l be lrilkut : 

1) Ilde lnti ltas Anak 

Ilde lnti ltas anak ada seljak anak telrse lbut lahilr. Ilde lnti ltas te lrse lbut 

be lrupa akta kellahilran. Pe lmbuatan akta kellahilran melnjadil tanggung 

jawab pelmelri lntah yang di lse llelnggarakan olelh ke llurahan/ delsa.  

Bagi l anak yang prose ls ke llahi lrannya ti ldak di lkeltahuil 

ke lbelradaannya, pe lmbuatan akta kellahilran untuk anak telrse lbut 

di ldasarkan pada keltelrangan orang yang me lnelmukannya.
19

 

2) Anak yang Di llahi lrkan daril Pe lrkawi lnan Campuran 

Apabi lla se lorang anak dillahilrkan mellalui l pelrkawi lnan campuran 

antara warga ne lgara Ilndone lsi la de lngan warga ne lgara asi lng, maka 

anak telrselbut dapat melmi llilh ke lwargane lgaraan daril ayah atau 

i lbunya se lsuai l de lngan ke ltelntuan pelrundang-undangan yang be lrlaku. 

Dan apabilla telrjadil pe lrcelrailan, anak telrse lbut melmi llilki l hak untuk 

melmi llilh kelwargane lgaraan atau selsuai l delngan putusan pelngadi llan 

yang be lrwe lnang. 

                                                 
18

 Drs. Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Rajawali Press, Depok, 

hal 32  
19

 Amin Suprihatini, Perlindungan terhadap Anak, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, hal 20 
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3. Hak-Hak Anak 

 Pe lnge lrti lan hak melnurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

telntang Pe lrli lndungan Anak dalam pasal 4 adalah Selti lap anak belrhak 

untuk dapat hildup, tumbuh, be lrke lmbang, dan be lrpartilsi lpasi l se lcara 

wajar selsuail de lngan harkat dan martabat ke lmanusilaan, selrta melndapat 

pe lrlilndungan dari l kelke lrasan dan dilskri lmilnasi l. 

 Se ltilap anak melmilli lkil hak untuk di lbelri lkan nama untuk ilde lntiltas 

di lrilnya dan status kelwargane lgaraannya. Se ltilap anak juga belrhak untuk 

be lrilbadah melnurut kelpe lrcayaan yang di lanutnya, dan se ltilap anak juga 

be lrhak melndapatkan kasilh sayang dari l orang tuanya se lrta 

melndapatkan Pelndi ldilkan yang layak. 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

1. Pe lnge lrti lan Tilndak Pi ldana Ke lkelrasan Se lksual 

 Pe lnge lrti lan tilndak pildana kelke lrasan melnurut Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2022 telntang Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Se lksual dalam 

pasal 1 angka 1 adalah selgala pe lrbuatan yang me lmelnuhi l unsur ti lndak 

pi ldana selbagailmana dilatur dalam Undang-Undang i lni l dan pelrbuatan 

ke lkelrasan se lksual lailnnya se lbagai lmana di latur dalam Undang-Undang 

se lpanjang di ltelntukan dalam Undang-Undang i lni l. 

 Me lnurut R.Soe lsi llo yang di lmaksud de lngan pe lrbuatan cabul, 

se lbagai lmana yang di lse lbutkan dil dalam 289 KUHP, adalah selgala 

pe lrbuatan yang me llanggar ke lsusi llaan (kelsopanan) atau pelrbuatan kelji l 

yang se lmua ada kai ltannya de lngan nafsu bi lrahil ke llamiln, mi lsalnya: 
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cilum-ci luman, melraba-raba buah dada, dan se lmua belntuk pe lrbuatan 

cabul. Pelrse ltubuhan juga masuk dalam pelrbuatan ilnil.
20

 

 Me lnurut World He lalth Organi lzatilon (WHO, 2017), ke lke lrasan 

se lksual melrupakan selmua tilndakan yang di llakukan delngan tujuan 

untuk melmpelrole lh tilndakan se lksual atau tilndakan lailn yang di larahkan 

pada se lksualiltas se lse lorang de lngan me lnggunakan paksaan tanpa 

melmandang status hubungannya de lngan korban.
21

 

2. Dasar Hukum Ti lndak Pi ldana Ke lke lrasan Se lksual 

 Dasar hukum tilndak pildana kelkelrasan se lksual dilatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang Ti lndak Pi ldana 

Ke lke lrasan Se lksual dan Ki ltab Undang-Undang Hukum Pi ldana (KUHP) 

atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di l dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 melngatur te lntang pe lncelgahan te lrhadap tilndak 

pi ldana kelke lrasan se lksual selrta pelnanganan, pe lrlilndungan, dan 

pe lmulilhan hak korban. Seldangkan di l dalam Ki ltab Undang-Undang 

Hukum Pi ldana Pasal 289 sampail delngan Pasal 296 atau Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 414 sampail de lngan Pasal 

422 me lngatur aspe lk te lntang ancaman pi ldana bagi l orang yang 

mellakukan, yang me lmbelri l atau belrjanjil me lmbelri lkan hadilah, orang 

yang me lnghubungkan atau melmudahkan orang lai ln, dan orang yang 

melnye lrahkan se lrta melmbawa anak untuk mellakukan pelrbuatan cabul.  

                                                 
20

 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Penerbit 

Medpress Digital, Yogyakarta, hal 1. 
21

 Tiwi Rizkiyani, 2023, Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di 

SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Vol. 1, No. 2, hal. 59.  
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 Dalam agama ilslam, dilharamkan selgala se lsuatu yang be lrhubungan 

de lngan se lgala be lntuk ke lkelrasan dan pe lni lndasan, telrmasuk ke lkelrasan 

se lksual. Aturan-aturan telrse lbut telrdapat di l dalam Al-Qur’an yang 

dapat dilpaparkan selbagai l be lri lkut: 

 Dasar hukum kelke lrasan selksual dalam Al-Qur’an di lse lbutkan 

dalam Surah An-Nur ayat 30. Allah subhanahu wa ta’ala belrfi lrman: 

وۡا مِنۡ ابَۡصَارِهِمۡ وَيَحۡفَظوُۡا فرُُوۡجَهمُۡ  ٰ   لَهمُۡ  ؕقلُْ لِّـلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُـضُّ ۡۡ ََ اَ ٰ  لِ ِِيۡر   بمَِا  ؕ  ََ  َ
 ا َِّ  لٰلّ 

 يَصۡنـَعُوۡ َّ

Arti lnya: “Katakanlah kelpada lakil-laki l yang be lri lman, agar me lre lka 

melnjaga pandangannya, dan melmelli lhara kelmaluannya; yang de lmi lkilan 

i ltu lelbilh suci l bagi l me lrelka. Sungguh, Allah Maha Melnge ltahui l apa yang 

melre lka pelrbuat.” 

 Dalam ayat te lrse lbut dilje llaskan bahwa Allah melne lrangkan telntang 

pe ltunjuk dalam pelrgaulan antara lakil-laki l dan pelrelmpuan antara lailn 

melme llilhara pandangannya dari l pelre lmpuan yang bukan mahramnya, 

melme llilhara kelmaluannya daril orang lailn selpe lrtil pe lrbuatan zilna. 

Se ldangkan dalam ayat se llanjutnya yai ltu 31, Allah me lnelrangkan ke lpada 

pe lrelmpuan untuk melnundukkan pandangan te lrhadap aurat-aurat yang 

tildak bolelh di llilhat dan melme llilhara kelmaluan melrelka daril hal-hal yang 

haram.  

 Substansi l daril ayat i lni l adalah pelrilntah melnahan pandangan, 

melnjaga farjil dan melnjaga aurat yang me lrupakan pilntu masuk bagi l 
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pe llelcelhan se lksual.
22

 Hal i lnil se lbagai lmana telrcelrmi ln daril pelnafsi lran yang 

di lsampailkan olelh Al-Thabary dalam ki ltab tafsilr Jâmil’u al-Bayân li l Ayi l 

al-Qurân: 353: 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ( صلى الله عليه وسلم  تعال  ٰٰره لنِيه محمدقول  م: )قلُْ للِْمُؤْمِنِينَ( بالله وبَ يا محمد )يغَُضُّ

يقول: يكفوا من نظرهم إل  ما يشتهو َّ النظر إليه، مما قد نهاهم للّ عن النظر إليه ) وَيَحْفَظوُا 

َٰ  لَهمُْ( ـفرُُوجَهمُْ ( أ َّ يراها من لا يحلٰ له رؤيتها، بلِس ما يسترها عن  ْۡ ََ أَ لِ َٰ أبصارهم )  

Arti lnya: “Allah SWT melngi lngatkan ke lpada Nabil-Nya Muhammad 

SAW: (Katakan kelpada kaum mukmiln), De lmil Allah dan Delmil Kamu, 

wahail Muhammad agar (melnahan matanya), yakni l me lnahan dilril daril 

melmandang se lsuatu yang me lngundang se llelra mata namun dillarang ole lh 

Allah SWT dari l me lmandangnya, (dan melnjaga farji lnya) dari l 

di lpelrli lhatkan kelpada orang yang tildak halal bagi lnya mellilhat, melnutup 

anggota tubuh daril pandangan me lrelka. (De lmilki lan iltu me lrupakan yang 

palilng be lrsi lh buat melrelka).” (Ilbn Jarilr al-Thabary, Jâmil’u al-Bayân li l 

Ayi l al-Qur’ân, Be li lrut: Dar al-Ma’ri lfah, tt.: 353) 

3. Jelni ls-Je lni ls Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual 

 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang Tilndak 

Pi ldana Ke lke lrasan Selksual Pasal 1 angka 1 diljellaskan bahwa tilndak 

pi ldana kelkelrasan se lksual melrupakan suatu pelrbuatan yang di latur 

dalam Undang-Undang i lni l dan pelrbuatan kelkelrasan se lksual yang 

                                                 
22

 Muhammad Syamsudin. “Kekerasan Seksual dalam Fiqih”, 

https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehanseksual-DmHsu. 

Diakses pada 2 Desember 2023 
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di latur dil dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang te lrse lbut, 

telrdapat jelnils-je lnils ti lndak pildana kelke lrasan se lksual yang me lli lputil: 

a. Pe llelce lhan selksual non filsi lk 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang 

Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual, pe llelcelhan se lksual non filsi lk 

dapat dilde lfi lnilsi lkan se lbagai l pelrnyataan, ge lrak tubuh, kelilngi lnan 

se lksual, dan/atau organ relproduksi l delngan maksud melrelndahkan 

harkat dan martabat se lse lorang be lrdasarkan se lksualiltas dan/atau 

ke lsusi llaannya. 

b. Pe llelce lhan selksual filsi lk 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang 

Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual, pe llelce lhan selksual fi lsi lk  dapat 

di ldelfi lni lsi lkan se lbagai l pe lrnyataan, ge lrak tubuh, ke li lngi lnan se lksual, 

dan/atau organ relproduksi l delngan maksud melrelndahkan harkat dan 

martabat selse lorang be lrdasarkan selksualiltas dan/atau kelsusi llaannya 

yang ti ldak telrmasuk dalam keltelntuan pildana lailn yang le lbi lh be lrat. 

c. Pe lmaksaan kontraselpsi l 

Pe lmaksaan kontraselpsi l dapat dilde lfilni lsi lkan se lbagai l pe lmaksaan 

yang di llakukan selse lorang de lngan me lnggunakan alat kontraselpsi l 

tanpa pelrse ltujuan korban. 

d. Pe lmaksaan stelrilli lsasi l 
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Pe lmaksaan stelri llilsasi l dapat dilde lfi lnilsi lkan se lbagai l pe lmaksaan yang 

di llakukan selse lorang de lngan pe llaksanaan stelri llilsasi l tanpa 

pe lrse ltujuan utuh daril korban. 

e. Pe lmaksaan pelrkawilnan 

Pe lmaksaan pelrkawilnan dapat dildelfi lni lsi lkan se lbagai l pelmaksaan 

yang di lse lbabkan karelna hubungan se lksual daril pelrkawi lnan yang 

tildak di lilngi lnkan korban. 

f. Pe lnyi lksaan se lksual 

Pe lnyi lksaan se lksual dapat dilde lfilni lsi lkan se lbagai l tilndakan yang 

melnye lrang organ se lksuali ltas korban yang di llakukan delngan 

se lngaja se lhi lngga me lni lmbulkan dampak se lcara filsi lk, psi lki ls maupun 

se lksual.  

g. E lksploiltasi l se lksual 

E lksploiltasi l se lksual dapat dildelfi lni lsi lkan se lbagai l ti lndakan yang 

melnyalahgunakan ke lkuasaan untuk ke lpuasan se lksual bailk dalam 

melmpe lrolelh ke luntungan belrupa uang, sosi lal, maupun poliltilk. 

h. Pe lrbudakan selksual 

Pe lrbudakan se lksual dapat dildelfi lni lsi lkan se lbagai l ti lndakan yang 

be lrupa korban di lpaksa untuk melni lkah, me llayani l urusan rumah 

tangga, maupun me llakukan hubungan se lksual delngan pe llaku. 

i. Ke lke lrasan se lksual belrbasi ls e llelktroni lk 
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Ke lke lrasan se lksual be lrbasils e llelktroni lk dapat dilde lfilni lsi lkan se lbagai l 

tilndakan yang be lrupa pe lre lkaman dan pelngambi llan gambar delngan 

unsur se lksuali ltas dil luar pelrse ltujuan korban. 

j. Pe lrbuatan cabul 

Me lnurut R.Soelsi llo pe lrbuatan cabul dapat dildelfi lni lsi lkan selbagai l 

se lgala pelrbuatan yang me llanggar kelsusi llaan (kelsopanan) atau 

pe lrbuatan yang ke lji l, se lmuanya i ltu dalam lilngkungan nafsu bi lrahi l 

ke llamiln, milsalnya: ci lum-ci luman, melraba-raba anggota kelmaluan, 

buah dada dan selbagailnya.
23

 

4. Faktor-Faktor Te lrjadilnya Ke lke lrasan Se lksual 

Faktor-faktor telrjadilnya ke lke lrasan se lksual adalah selbagail be lri lkut: 

a. Faktor Ke lluarga 

 Faktor ke lluarga dapat belrupa anak daril korban pelrcelrailan 

atau kelluarga yang ti ldak utuh daril kondi lsi l telrse lbut maka anak akan 

melncaril te lmpat belrlilndung se lhi lngga akan melni lmbulkan relsi lko 

tilnggi l te lrhadap kelke lrasan selksual. 

b. Faktor Li lngkungan 

 Faktor li lngkungan yang ti ldak se lhat dapat melnilmbulkan 

re lsi lko telrhadap pelrbuatan yang buruk, salah satunya ke lke lrasan 

se lksual. Kondi lsi l li lngkungan yang ti ldak selhat dapat belrupa 

lilngkungan sosi lal yang kurang bai lk, pe lmukilman yang kumuh, 
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Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal 212 
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tildak adanya te lmpat belrmailn anak aki lbat pelnggusuran, dan 

se lbagai lnya. 

c. Faktor Ni llai l 

 Faktor ni llai l yang me lnye lbabkan te lrjadi lnya ke lke lrasan 

se lksual adalah pelrni lkahan dilni l. Pe lrni lkahan dilni l telrjadil bukan 

karelna faktor e lkonomil saja, te ltapil lelbi lh banyak di lse lbabkan faktor 

pe lrgaulan belbas yang be lraki lbat telrjadilnya hamill dil luar nilkah.
24

  

 Faktor-faktor yang me lnye lbabkan se lorang anak melni lkah di l 

usi la di lnil adalah hubungan se lksualiltas ke lhamillan yang ti ldak 

di lrelncanakan, faktor elkonomil se lrta dorongan me lni lkah, dan 

pe lndildi lkan orang tua yang re lndah.  

d. Faktor Ilndi lvi ldu. 

 Me lnurut Suharto, ke lkelrasan te lrhadap anak umumnya 

di lse lbabkan olelh faktor ilntelrnal yang be lrasal daril anak selndi lri l 

maupun faktor elkstelrnal yang be lrasal daril kondi lsi l kelluarga dan 

masyarakat.
25

 Faktor i lnte lrnal dapat belrupa anak melngalami l cacat 

tubuh, gangguan me lntal, autilsme l, gangguan ti lngkah laku, anak 

telrlalu belrgantung ke lpada orang de lwasa, dan se lbagai lnya. 

  Ole lh karelna iltu, anak harus dilbelkalil de lngan agama karelna 

melrupakan pondasil bagi l kelhi ldupan. Walaupun telrjadil pelrubahan 

pada sosi lal budaya, agama teltap harus dilutamakan. Kare lna, dalam 

                                                 
24

 Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani & Warsiti, 2017, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
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Hal 125 
25
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agama telrdapat peldoman hildup, nillail moral, dan eltilk yang 

uni lvelrsal. Orang tua me lmillilki l pe lran yang sangat be lsar bagi l 

tumbuh-ke lmbang anak agar saat de lwasa me lnjadil orang yang 

be lrillmu dan belri lman.  

5. Pe lncelgahan Ti lndak Pi ldana Ke lkelrasan Se lksual 

Me lnurut World He lalth Organi lzati lon (WHO) (2017), ada be lbe lrapa 

cara untuk melncelgah te lrjadilnya ke lke lrasan se lksual, antara lailn: 

a.  Pe lnde lkatan ilndi lvi ldu de lngan cara: 

1. Me lrancang program bagi l pe llaku ke lke lrasan se lksual dilmana 

pe llaku harus belrtanggung jawab telrhadap pelrbuatannya se lpe lrti l 

melne ltapkan hukuman yang pantas bagi l pe llaku ke lke lrasan 

se lksual; 

2. Me lmbelri lkan pelndi ldi lkan untuk pelncelgahan kelke lrasan se lksual 

se lpe lrtil pelndi ldi lkan kelse lhatan relproduksi l, sosi lalilsasi l melnge lnai l 

pe lnyaki lt melnular se lksual, dan pelndildi lkan pelrli lndungan di lri l 

daril ke lke lrasan selksual. 

b. Pe lnde lkatan pelrke lmbangan  

Pe lnde lkatan pelrke lmbangan yai ltu melnce lgah ke lke lrasan selksual 

de lngan cara melnanamkan pelndi ldilkan ke lpada anak-anak se ljak usila 

di lnil, se lpe lrtil: 

1. Pe lndi ldilkan melnge lnai l ge lnde lr; 

2. Me lmpelrke lnalkan pada anak telntang pe lle lcelhan se lksual dan 

ri lsi lko daril ke lkelrasan se lksual; 
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3. Me lngajarkan anak cara untuk melnghi lndari l kelke lrasal selksual; 

4. Me lngajarkan batasan untuk bagi lan tubuh yang yang be lrsi lfat 

pri lbadil pada anak; dan 

5. Me lngajarkan batasan aktilvi ltas se lksual yang di llakukan pada 

masa pelrke lmbangan anak. 

c. Pe lncelgahan sosi lal komuni ltas selpe lrtil: 

1. Me lngadakan kampanye l antil ke lke lrasan selksual; 

2. Me lmbelri lkan pelndi ldi lkan selksual dil li lngkungan sosi lal; 

3. Me lnsosi lalilsasi lkan pelncelgahan ke lkelrasan selksual dil 

lilngkungan sosi lal. 

d. Pe lnde lkatan telnaga ke lse lhatan, yakni l: 

1. Telnaga ke lse lhatan melmbelri lkan layanan dokumeln ke lse lhatan 

yang me lmpunyai l pe lran se lbagai l alat bukti l meldi ls korban yang 

melngalami l kelke lrasan selksual; 

2. Telnaga ke lse lhatan melmbe lrilkan pe llatilhan ke lse lhatan melnge lnail 

ke lkelrasan se lksual dalam rangka melnde ltelksi l se lcara dilni l 

ke lkelrasan se lksual; 

3. Telnaga ke lse lhatan melmbelri lkan pelrli lndungan dan pelncelgahan 

telrhadap pelnyaki lt HIlV; dan 

4. Telnaga ke lse lhatan melnye ldi lakan telmpat pelrawatan dan 

pe lrlilndungan te lrhadap korban kelke lrasan se lksual. 

e. Pe lnde lkatan hukum dan kelbi ljakan melnge lnai l kelke lrasan selksual, 

yakni l: 
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1. Me lnye ldi lakan telmpat pellaporan dan pelnanganan telrhadap 

tilndak ke lkelrasan se lksual; 

2. Me lnye ldi lakan pe lraturan lelgal me lnge lnai l ti lndak ke lkelrasan 

se lksual dan hukuman bagi l pellaku selbagai l pelrli lndungan 

telrhadap korban kelkelrasan se lksual; 

3. Me lngadakan pelrjanjilan ilntelrnasi lonal untuk standar hukum 

telrhadap tilndak kelke lrasan selksual; dan 

4. Me lngadakan kampanye l antil ke lke lrasan selksual.
26

 

6. Dampak Tilndak Pildana Ke lke lrasan Se lksual 

Dampak yang akan dilti lmbulkan daril para korban tilndak pildana 

ke ljahatan atau kelke lrasan se lksual, yai ltu: 

1. Dampak psilkologi ls 

 Dampak psi lkologi ls korban ke lke lrasan dan pe llelce lhan 

se lksual akan melngalamil trauma yang me lndalam, sellailn i ltu strels 

yang di lalamil korban dapat melngganggu fungsi l dan pe lrke lmbangan 

otaknya.
27

   

 Se llailn i ltu, korban kelke lrasan se lksual juga me lngalamil 

Hypoactilvel Selxual Delsi lre l Di lsorde lr (HSDD) yai ltu kondilsi l meldi ls 

yang dapat me lmbuat selse lorang me lmpunyai l hasrat se lksual yang 

re lndah. Korban ke lke lrasan se lksual juga melngalami l di lsosi lasi l yang 
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melrupakan upaya me lnarilk dan me llelpaskan di lril yang di lgunakan 

untuk melngatasi l trauma selksuali ltas.  

 Dan korban kelkelrasan selksual khususnya wani lta selri lng 

juga melngalamil Rapel Traumatilc Syndromel yang me lrupakan 

gangguan melntal yang dapat melmilcu telrjadilnya pe lnyaki lt melnular, 

mudah ge lmeltar, nye lri l di l se lkujur tubuh, i lnfelksi l kantung ke lmi lh, 

hi lngga mual.  

2. Dampak filsi lk 

 Ke lke lrasan dan pellelcelhan selksual pada anak melrupakan 

faktor utama pelnularan Pelnyaki lt Me lnular Se lksual (PMS). Se llailn 

i ltu, korban juga be lrpotelnsi l me lngalamil luka i lntelrnal dan 

pe lndarahan. Pada kasus parah, kelrusakan organ ilntelrnal dapat 

telrjadil.
28

  

 Korban ke lke lrasan se lksual juga dapat melngalamil gangguan 

makan yang di langgap se lbagai l pe llampilasan se ltellah dillelce lhkan 

se lcara selksual. Dan korban ke lke lrasan se lksual juga dapat 

melngalami l dyspareluni la yang te lrjadil kelti lka belrhubungan se lksual 

be lrupa rasa nye lri l. Namun di l belbe lrapa kasus dapat melnye lbabkan 

ke lmatilan. 

3. Dampak sosi lal 

 Korban ke lke lrasan se lksual se lrilng di lkucillkan daril 

lilngkungan sosi lalnya, namun se lbelnarnya korban melmbutuhkan 
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motilvasi l dan dukungan moral daril li lngkungan se lki ltarnya untuk 

mellanjutkan kelhi ldupannya.  

7. Stratelgi l Pe lnanganan Ke lke lrasan Se lksual. 

Stratelgi l pe lnanganan ke lkelrasan se lksual yai ltu: 

a. Pe lran Ke lluarga  

 Pe lndi ldilkan  ke lluarga  adalah  prosels  transformasi l  pe lrillaku  

dan  si lkap  di l  ke llompok  atau unilt  sosi lal  te lrkelci ll  dalam  

masyarakat  karelna  kelluarga  melrupakan  lilngkungan  pelrtama  

dan utama dalam pelnanaman norma dan pe lrillaku bagi l anak.
29

  

 Orang tua melmillilki l pelran pelntilng dalam melngajarkan nillail-

ni llail moral, eltilka, dan agama kelpada anak. Apabi lla anak-anak 

melnjadil korban ke lkelrasan se lksual harus melndapatkan dukungan 

dan pe lrtolongan agar dapat di lsellamatkan khususnya te lrhadap 

melntal.  

b. Pe lran Se lkolah 

 Se lkolah belrpe lran pelntilng dalam melncelgah anak-anak daril 

ke lkelrasan. Pe lncelgahan   ke lke lrasan   se lksual   dapat   dillakukan   

mellaluil   e ldukasi l   dan i lmplelme lntasil  program-program  

pe lncelgahan  di l  se lkolah  delngan  pe llatilhan  ke lpada  para pelndildi lk, 

staf,  dan  pelke lrja.
30
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 Apabi lla te lrdapat anak-anak yang me lnjadi l korban ke lkelrasan 

se lksual maka selkolah dapat melmbelri lkan pe lnanganan bagi l anak 

yang me lnjadil korban ke lke lrasan selksual delngan me lmfasi lliltasil 

pe llaporan yang mudah di laksels. Se lkolah juga dapat melmbelri lkan 

telmpat pelmulilhan untuk melnghi llangi l rasa trauma dan melmbangun 

rasa pelrcaya di lri l ke lpada anak. 

c. Pe lran Le lmbaga Pe lrli lndungan Anak 

Le lmbaga pe lrlilndungan anak belrpelran sangat pe lntilng untuk kasus 

tilndak ke lkelrasan se lksual telrhadap anak. Pelran lelmbaga 

pe lrlilndungan anak dapat diljabarkan selbagail be lri lkut: 

a. Le lmbaga pe lrli lndungan anak be lrpe lran dalam mellakukan 

tilndakan pildana dalam melnangani l kasus ke lkelrasan se lksual. 

b. Le lmbaga pe lrlilndungan anak belrpe lran dalam melngatasi l kasus 

ke lkelrasan se lksual. 

c. Le lmbaga pe lrlilndungan anak be lrpe lran dalam melmbelri lkan 

bantuan psilkologi ls dan sosi lal untuk me lmbantu dan 

melmbe lrilkan dukungan kelpada anak-anak yang me lnjadil korban 

ke lkelrasan se lksual. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Pidana Bagi 

Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur. 

 Sebelum membahas terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya 

perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana 

kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penulis perlu 

menjelaskan sedikit profil dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait 

tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah  me lmelri lksa, 

melngadi lli l, melmutuskan, dan melnye lle lsai lkan pelrkara pildana dan 

pe lrkara pelrdata dil tilngkat pe lrtama selbagai lmana yang di latur dalam 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 te lntang Pe lradillan 

Umum.  

 Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi l melngadi lli l (Judilcilal Powelr), yakni l melmelri lksa dan 

melngadi lli l pelrkara yang me lnjadil we lwe lnang Pe lngadi llan Ne lge lri l 

Tilngkat Pe lrtama dil wi llayah hukumnya. 

2. Fungsi l admilni lstrasil, yai ltu melnye lle lnggarakan admilni lstrasil umum, 

ke luangan, dan kelpe lgawai lan se lrta lailnnya untuk me lndukung 
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pe llaksanaan tugas pokok te lkni ls pe lradi llan dan admilni lstrasi l 

pe lradillan. 

3. Fungsi l pe lnge llolaan barang milli lk/ ke lkayaan nelgara yang me lnjadil 

tanggung jawabnya. 

4. Fungsi l pe lngawasan i lnte lrnal dalam pellaksanaan tugas-tugasnya. 

5. Fungsi l pe lnyampai lan laporan hasill e lvaluasi l, saran, dan 

pe lrtilmbangan di lbildang tugas dan fungsi lnya ke lpada Pelngadi llan 

Tilnggi l DKIl Jakarta. 

6.  Fungsi l pe lmbilnaan, yai ltu melmbelri lkan pelngarahan, bi lmbilngan dan 

pe ltunjuk kelpada Pe lgawai l Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur, bailk 

melnyangkut te lhni ls yusti lsi lal, admilni lstrasi l pelradi llan maupun 

admilni lstrasil umum. 

 Be lrdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

telntang Pe lradi llan Umum, melnjellaskan bahwa Pe lngadi llan Nelge lri l belrtugas 

dan belrwe lnang me lmelri lksa, melmutus, dan melnye lle lsai lkan pelrkara pildana 

dan pelrkara pelrdata dil ti lngkat pelrtama. Se ldangkan tugas dan fungsi l 

Pe lngadi llan Ne lge lri l dalam si lste lm pelradi llan anak yai ltu me lnye lle lsailkan 

se lmua pelrkara pildana anak yang di llilmpahkan olelh ke ljaksaan kel 

Pe lngadi llan Ne lge lri l se lhi lngga me lmbelri lkan rasa keladi llan bailk ke lpada pellaku 

maupun korban. 

 Me lnurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 te lntang 

Pe lradillan Umum, pelradillan umum adalah salah satu pellaksana Ke lkuasaan 
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Ke lhaki lman bagi l rakyat pe lncaril ke ladillan pada umumnya. Salah satu 

Pe lradillan Umum dil Ilndone lsi la adalah Pelngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur. 

 Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur melmillilki l haki lm selbanyak 24 

orang, se ldangkan untuk haki lm anak telrdapat 7 orang. Pe lran atau tugas 

hakilm anak adalah melme lrilksa, melngadi lli l, melmutus pelrkara tilndak pildana 

anak yang di lli lmpahkan olelh ke ljaksaan kel pe lngadi llan nelge lri l me llaluil ke ltua 

pe lngadi llan nelge lri l.  

 Di ldalam pelrkara anak, telrdapat pildana umum dan pildana khusus. 

Pi ldana umum antara lailn pelncurilan bilasa, pelncurilan delngan pe lmbelratan, 

pe lncurilan ri lngan, dan tawuran yang ti ldak me lnilmbulkan luka atau matil, 

sedangkan pi ldana khusus antara lailn asusi lla, pelmelrkosaan, pe lncabulan, 

dan kelke lrasan selksual.   

 Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain, sebagai berikut : 

1. Melecehkan penampilan fisik, tubuh, atau identitas gender 

seseorang; 

2. Menyentuh, mengusap, meraba, dan memegang anggota tubuh 

pada area pribadi seseorang; 

3.  Memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual; 

4. Mengintip seseorang yang sedang berpakaian; 

5. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam 

seseorang untuk melakukan kegiatan seksual yang sudah tidak 

disetujui oleh orang tersebut; dan 
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6. Intimidasi seksual serta ancaman dan percobaan pemerkosaan, 

yaitu tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dan 

mengakibatkan rasa takut dan trauma pada psikis korban; 

7. Perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, yaitu dengan 

mengirim serta menerima seseorang dengan ancaman kekerasan 

dan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau yang 

berkenaan dengan seksual lainnya; 

8. Perbudakan seksual, yaitu tindakan seseorang yang memaksa 

korban untuk melayani rumah tangga serta berhubungan seksual 

dengan pelakunya;  

9. Memproduksi, memiliki, dan membagikan gambar atau film yang 

berbau pornografi; 

10. Sodomi, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan dengan 

memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus; dan 

11. Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, 

melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi 

seseorang, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau 

fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang 

dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan 

optimal. 

 Kekerasan seksual tidak hanya secara langsung tetapi dapat juga 

secara elektronik, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan dengan 

melakukan perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual 
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tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman. Kekerasan 

seksual secara elektronik dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali 

anak-anak. Anak korban kekerasan seksual secara elektronik akan 

diberikan jaminan dalam hak-haknya, seperti penanganan, perlindungan, 

dan pemulihan. Kekerasan seksual secara elektronik diatur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual. 

 Ke lke lrasan se lksual telrhadap anak dil Kota Jakarta Tilmur seltilap 

tahunnya me lngalamil pe lni lngkatan karelna faktor kelluarga bai lk ke lluarga 

yang ke lkurangan maupun yang cukup yang di lse lbabkan karelna pelrhatilan 

orang tua kurang, se llai ln i ltu meldi la massa juga be lrpe lngaruh sangat be lsar 

se lpe lrtil handphonel, i lntelrne lt, gambar porno teltapil pelnce lgahannya agak suli lt 

di llakukan karelna pelrke lmbangan zaman yang harus dilse li lmbangkan delngan 

pe lndildi lkan se lksual dil se lti lap lelmbaga pe lndildi lkan belke lrjasama delngan 

lelmbaga pe lrlilndungan pe lre lmpuan dan anak dan kelpoli lsi lan.  

 Maka daril banyaknya kasus yang ada dil masyarakat telrkailt 

ke lkelrasan se lksual telrse lbut, Pe lnulils melne lliltil telrkai lt kasus tilndak pildana 

ke lkelrasan selksual dil Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur yang data telrse lbut 

tellah di lkumpulkan olelh Pe lnuli ls yang di l pe lrolelh dari l ke lpustakaan maupun 

lapangan yang di llaksanakan delngan wawancara belrsama pilhak yang 

telrkai lt dalam hal ilni l yai ltu hakilm Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur. 

Adapun data yang di l pe lrolelh se lbagai l be lrilkut: 
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 Anak korban ke lkelrasan se lksual yang me lngalamil prose ls pe lradillan 

pi ldana karelna pe lrilsti lwa yang di lalamilnya dapat mellaporkan kel Ke lpoli lsi lan 

daril tahap pelnyi ldi lkan hi lngga tahap pelrsi ldangan. Se ltellah mellaporkan 

pe lrilsti lwa yang di lalamilnya, se llanjutnya anak korban di lmilntail ke ltelrangan 

untuk melndapatkan ilnformasil guna pe lngumpulan buktil-bukti l awal, pada 

saat pelme lrilksaan i lni l telntu kondi lsi l psi lki lsnya be llum bai lk, namun  korban 

harus melnce lriltakan selluruh pe lrilsti lwa, dan korban telntu melnde lrilta trauma 

atau keltildaknyamanan psilki lsnya, saki lt filsi lk yang di lalamil akilbat kelke lrasan 

se lksual yang ti ldak bi lsa se lrta melrta di lse lmbuhkan se lrta rasa malu dil dalam 

ke lhildupan sosi lalnya, bai lk dil li lngkungan ke lluarga, se lkolah atau 

masyarakat.  

 Prose ls pe lngajuan pe lrkara tilndak pi ldana di l Pe lngadi llan Ne lge lri l 

Jakarta Tilmur adalah selbagai l be lri lkut : 

- Me lja Pelrtama  

1. Pe lngadi llan melne lri lma belrkas pe lrkara le lngkap de lngan surat 

dakwaan dan surat-surat yang be lrhubungan de lngan pe lrkara 

telrse lbut; 

2. Be lrkas pe lrkara melli lputil barang bukti l yang akan di lajukan olelh 

Jaksa Pelnuntut Umum, bailk yang sudah dillampilrkan dalam 

be lrkas pelrkara maupun yang akan di lajukan saat pelrsi ldangan; 

3. Bagi lan pe lne lrilmaan pelrkara melme lrilksa ke llelngkapan be lrkas. 

Ke lle lngkapan dan ke lkurangan be lrkas di lmaksud di lbelri ltahukan 

ke lpada Paniltelra Muda Pildana; 
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4. Jilka be lrkas pelrkara be llum lelngkap, Panilte lra Muda Pi ldana 

melmi lnta kelpada Ke ljaksaan untuk mellelngkapi l be lrkas se lbe llum 

mellakukan relgi lste lr; 

5. Pe lndaftaran pelrkara bilasa dalam relgi lste lr ilnduk, di llaksanakan 

de lngan melncatat nomor pelrkara selsuai l delngan urutan buku 

re lgi lste lr; 

6. Pe lndaftaran pelrkara pildana si lngkat, di llaksanakan seltellah hakilm 

mellakukan sildang pe lrtama; 

7. Pe lndaftaran pelrkara tilndak pildana rilngan dan lalu lilntas 

di llakukan seltellah pelrkara iltu dilputus olelh pe lngadi llan. 

8. Pe ltugas re lgi lste lr harus me lncatat delngan telli ltil, agar se lmua 

ke lgi latan yang te lrmasuk dalam pelrkara telrse lbut dan 

pe llaksanaan putusan kel dalam relgi lste lr yang be lrsangkutan; 

9. Pe ltugas pe llaksana pada melja pelrtama adalah Paniltelra Muda 

Pi ldana dan langsung di l bawah koordilnasi l Waki ll Panilte lra. 

- Me lja Ke ldua 

1. Me lne lrilma pelrnyataan bandilng, kasasi l, pe lni lnjauan kelmbalil, dan 

grasi l atau relmi lsi l. 

2. Me lne lrilma dan melmbelri lkan tanda telri lma atas melmori l bandilng, 

kontra melmoril bandilng, me lmori l kasasil, kontra melmoril kasasi l, 

alasan pelni lnjauan kelmbalil, jawaban atau tanggapan pe lni lnjauan 

ke lmbalil, pe lrmohonan grasil atau relmilsi l, dan pelnangguhan 

pe llaksanaan putusan. 
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 Se ldangkan tahapan-tahapan dalam prosels pelmbe lrilan pelrli lndungan 

hukum dil Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur yai ltu mulail daril prosels 

pe lnye lli ldilkan, pe lnyi ldi lkan di l ke lpolilsi lan, pe lnuntutan dil ke ljaksaan, dan 

pe lmelri lksaan dil pelngadi llan. 

 Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur melnye lle lsai lkan pelrkara kelkelrasan 

se lksual de lngan pe lrsi ldangan yai ltu de lngan me lmelri lksa, me lngadi llil, 

melmutus. Dan bagi l pe llaku yang sudah delwasa me lngadi llil de lngan 

melni ltilkbe lratkan pada hukuman yang be lrat teltapil haki lm harus adill karelna 

melmungki lnkan pe llaku dahulunya me lrupakan korban, walaupun tildak 

melmbantu korban daril si lsi l psilkologi ls. Yang dapat melnye lbabkan rusaknya 

melntal khususnya untuk pe lre lmpuan se lhilngga me lnjadil nakal, akilbat daril 

melnjadil korban pe lmelrkosaan atau pelncabulan.  

 Me lnurut Chiltta Cahyani lngtyas, dalam wawancaranya de lngan 

Pe lnulils me lngatakan bahwa untuk pellaku tilndak pi ldana kelkelrasan se lksual, 

Pe lngadi llan Nelge lri l atau hakilm tildak melmpunyai l ke lwe lnangan untuk 

melnjangkau ke lluar karelna sudah ada lelmbaga yang me lnangani lnya se lndi lri l. 

Se ldangkan untuk korban dapat melnggunakan gugatan ganti l rugi l se lsuai l 

de lngan pasal 98 sampail de lngan pasal 101 Ki ltab Undang-Undang Hukum 

Acara Pi ldana (KUHAP) yang be lrbunyi l se lbagai l be lrilkut: 

a. Pasal 98: 

(1) Jilka suatu pelrbuatan yang me lnjadil dasar dakwaan dil dalam suatu 

pe lmelri lksaan pelrkara pildana olelh pelngadillan nelge lri l melni lmbulkan 

ke lrugi lan bagi l orang lailn, maka hakilm ke ltua sildang atas pelrmi lntaan 
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orang i ltu dapat me lneltapkan untuk melnggabungkan pe lrkara gugatan 

ganti l ke lrugi lan ke lpada pelrkara pildana iltu.  

(2) Pe lrmilntaan selbagai lmana dilmaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

di lajukan sellambatlambatnya se lbe llum pe lnuntut umum melngajukan 

tuntutan pildana. Dalam hal pelnuntut umum tildak hadilr, pe lrmi lntaan 

di lajukan sellambat-lambatnya se lbe llum haki lm melnjatuhkan putusan. 

b. Pasal 99: 

(1) Apabi lla pi lhak yang di lrugi lkan mi lnta pelnggabungan pe lrkara 

gugatannya pada pe lrkara pildana selbagai lmana dilmaksud dalam Pasal 

98, maka pelngadi llan ne lge lri l melni lmbang te lntang ke lwe lnangannya untuk 

melngadi lli l gugatan te lrse lbut, telntang ke lbe lnaran dasar gugatan dan 

telntang hukuman pe lngganti lan bi laya yang te llah dilke lluarkan olelh pi lhak 

yang di lrugi lkan te lrse lbut. 

(2) Ke lcuali l dalam hal pelngadi llan ne lge lri l melnyatakan tildak be lrwe lnang 

melngadi lli l gugatan se lbagai lmana dilmaksud dalam ayat (1) atau gugatan 

di lnyatakan tildak dapat dilte lrilma, putusan hakilm hanya me lmuat telntang 

pe lneltapan hukuman pelngganti lan bi laya yang te llah di lkelluarkan olelh 

pi lhak yang di lrugi lkan. 

(3) Putusan melnge lnail ganti l kelrugi lan de lngan se lndi lrilnya me lndapat 

ke lkuatan teltap apabilla putusan pildananya juga me lndapat kelkuatan 

hukum teltap. 

c. Pasal 100: 
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(1) Apabi lla telriladi l pelnggabungan antara pelrkara pelrdata dan pelrkara 

pi ldana, maka pelnggabungan i ltu de lngan se lndilri lnya be lrlangsung dalam 

pe lmelri lksaan tilngkat bandilng. 

(2) Apabi lla telrhadap suatu pelrkara pildana tildak di lajukan pelrmi lntaan 

bandilng, maka pelrmilntaan bandilng me lnge lnail putusan gantil rugi l tildak 

di lpelrke lnankan.  

Ke lte lntuan dan aturan hukum acara pelrdata belrlaku bagil gugatan ganti l 

ke lrugi lan se lpanjang dalam undang-undang i lnil ti ldak dilatur. 

d. Pasal 101: 

Ke lte lntuan daril aturan hukum acara pelrdata belrlaku bagi l gugatan ganti l 

ke lrugi lan se lpanjang dalam undang-undang i lnil ti ldak dilatur lailn. 

 Pe lngadi llan Nelge lri l juga me lnye ldi lakan layanan meldi ls, dan keltilka 

saksi l korban masi lh melngalami l trauma maka tildak harus datang ke l 

Pe lngadi llan namun bilsa mellaluil te llelconfelre lncel atau jilka korban ilngi ln hadi lr 

pi lhak Pe lngadi llan melnganjurkan korban untuk melmakail cadar, dildampilngi l 

olelh orang tua se lrta pe lrsi ldangan di llakukan se lcara telrtutup untuk umum. 

Se lrta dalam pelrkara kasus anak pelrsi ldangan dan putusan di llakukan lelbilh 

celpat dilbandi lngkan pada sildang kasus de lwasa.
31

  

 Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta Tilmur melmilli lkil ke lrjasama dalam 

mellakukan pelrlilndungan hukum delngan lelmbaga pe lrlilndungan saksi l dan 

korban, lelmbaga pelrli lndungan i lbu dan anak untuk melngamatil ruang 

                                                 
31

 Wawancara dengan Chitta Cahyaningtyas.,(Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur), di Kantor 

PN Jakarta Timur, pada hari Jumat, 5 Januari 2024. 
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si ldang anak se lpe lrtil apa, ruang tunggu anak, dan ruang tahanan anak 

(apabilla pellaku anak) agar anak melrasa nyaman.   

 Me lnurut Chiltta Cahyani lngtyas, se llaku hakilm Pe lngadi llan Nelge lri l 

Jakarta Tilmur melngatakan bahwa ke lbi ljakan hukum pildana dalam 

pe lrlilndungan hukum pi ldana bagi l anak dalam kasus ti lndak pildana 

ke lkelrasan se lksual dil Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur antara lailn: 

a. Me lmpelrhatilkan hak-hak anak atau hak-hak korban ti lndak pildana 

ke lkelrasan se lksual. 

 Me lnurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

telntang Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban, hak-hak saksi l korban dalam 

prose ls pe lradillan yai ltu : 

a. Me lmpelrole lh pelrlilndungan atas kelamanan prilbadi l, kelluarga, dan 

harta belndanya, se lrta belbas daril Ancaman yang be lrke lnaan delngan 

ke lsaksi lan yang akan, se ldang, atau tellah dilbe lrilkannya; 

b. Ilkut se lrta dalam prosels me lmillilh dan melne lntukan belntuk 

pe lrlilndungan dan dukungan ke lamanan; 

c. Me lmbelri lkan keltelrangan tanpa telkanan; 

d. Me lndapat pelnelrjelmah; 

e. Be lbas dari l pe lrtanyaan yang me lnjelrat; 

f. Me lndapatkan ilnformasil me lnge lnai l pelrke lmbangan kasus; 

g. Me lndapatkan ilnformasil me lnge lnai l putusan pe lngadi llan; 

h. Me lnge ltahui l dalam hal telrpildana dilbe lbaskan; 
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i. Me lndapat ildelnti ltas baru; 

j. Me lndapatkan telmpat keldi laman baru; 

k. Me lmpelrole lh pelngganti lan bi laya transportasi l se lsuail de lngan 

ke lbutuhan; 

l. Me lndapat nasilhat hukum; dan/atau 

m. Me lmpelrole lh bantuan bilaya hi ldup selme lntara sampail batas waktu 

pe lrlilndungan be lrakhilr. 

 Me lnurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

telntang Ti lndak Pi ldana Ke lkelrasan Se lksual, Hak Korban me lli lputil: 

1. Hak atas Pe lnanganan; 

Me lnurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang 

Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual, Hak Korban atas Pe lnanganan 

se lbagai lmana dilmaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a mellilputi l: 

a. Hak atas ilnformasil telrhadap selluruh prose ls dan hasill 

Pe lnanganan, Pe llilndungan, dan Pe lmuli lhan; 

b. Hak me lndapatkan dokumeln hasi ll Pelnanganan; 

c. Hak atas layanan hukum; 

d. Hak atas pe lnguatan psi lkologi ls; 

e. Hak atas pe llayanan ke lse lhatan mellilputil pe lmelri lksaan, tilndakan, 

dan pelrawatan meldi ls; 

f. Hak atas layanan dan fasi lliltas se lsuai l delngan ke lbutuhan khusus 

Korban; dan 
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g. Hak atas pelnghapusan konte ln belrmuatan se lksual untuk kasus 

ke lkelrasan se lksual delngan me ldi la ellelktroni lk. 

2. Hak atas Pe lli lndungan; dan 

Me lnurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 telntang 

Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Se lksual, Hak Korban atas Pe lli lndungan 

se lbagai lmana dilmaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b mellilputil: 

a. Pe lnye ldi laan ilnformasi l melnge lnai l hak dan fasi lliltas Pe llilndungan; 

b. Pe lnye ldi laan akse ls te lrhadap ilnformasi l pe lnye lle lnggaraan 

Pe llilndungan; 

c. Pe lrlilndungan dari l ancaman atau kelke lrasan pellaku dan pilhak 

lailn se lrta belrulangnya ke lke lrasan; 

d. Pe llilndungan atas ke lrahasilaan ilde lntiltas; 

e. Pe llilndungan dari l si lkap dan pe lri llaku aparat pelnelgak hukum 

yang me lre lndahkan Korban; 

f. Pe llilndungan dari l ke lhi llangan pe lke lrjaan, mutasel pe lke lrjaan, 

pe lndildi lkan, atau aksels poli ltilk; dan 

g. Pe llilndungan Korban dan/ atau pe llapor dari l tuntutan pildana atau 

gugatan pelrdata atas Tilndak Pildana Kelke lrasan Selksual yang 

tellah dillaporkan. 

3. Hak atas Pe lmulilhan. 

Me lnurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

telntang Ti lndak Pi ldana Ke lke lrasan Selksual, Hak Korban atas 
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Pe lmulilhan se lbagai lmana dilmaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c 

melli lputil: 

a. Relhabi lliltasil me ldils; 

b. Re lhabilliltasi l melntal dan sosilal; 

c. Pe lmbelrdayaan sosi lal; 

d. Re lstiltusi l dan/ atau kompelnsasi l; dan 

e l. Reli lntelgrasi l sosi lal. 

 Korban be lrhak me lndapatkan relsti ltusil atau ganti l rugi l yang 

di llandaskan pada pasal 98-101 Ki ltab Undang-Undang Hukum Acara 

Pi ldana. Relsti ltusi l atau ganti l rugi l di lhi ltung olelh korban me llaluil lelmbaga 

pe lrlilndungan i lbu dan anak atau lelmbaga pe lrlilndungan saksi l dan 

korban, Hasi ll daril pelrhiltungan te lrse lbut dilse lrahkan kelpada jaksa 

pe lnutut umum, kelmudi lan jaksa pelnuntut umum melmasukan kel dalam 

tuntutannya, ke ltilka prose ls pe lmelri lksaan tellah sampail ke l batas tuntutan. 

Ke lmudi lan hakilm dalam melmutuskan, melmasukkan tuntutan gantil rugi l 

telrse lbut de lngan te ltap melmpe lrhatilkan rasa ke ladillan, apakah mungkiln 

telrpe lnuhi l apakah tildak telrpelnuhi l. 

 Se lmelntara kelluarga korban be lrhak untuk me lmilnta kelrahasilaan 

i ldelnti ltas, hak atas kelamanan prilbadil, hak atas ilnformasil melnge lnai l hak 

korban; hak kelluarga korban; dan prosels pe lradillan selcara lelngkap, hak 

untuk tildak diltuntut selcara pildana maupun dilgugat se lcara pelrdata 

melnge lnai l ti lndak pi ldana kelke lrasan se lksual, dan hak untuk melngasuh 

anak yang me lnjadil korban tilndak pildana ke lkelrasan se lksual.  
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 Mi lsalnya te lrdakwa tellah telrbukti l se lcara sah dan me lyaki lnkan 

be lrsalah mellakukan tilndak pildana kelke lrasan se lksual maka telrdakwa 

melmi llilki l kelwajilban untuk gantil rugi l se lbe lsar yang te llah dilteltapkan 

dalam tuntutan. Namun apabilla telrdakwa melrasa kelbe lratan dalam 

tuntutan gantil rugi l te lrse lbut maka dapat dilpelrti lmbangkan delngan 

se ljumlah uang yang jumlahnya di lrilngankan.  

 Se lbagai lmana yang di latur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pe lrlilndungan Anak, Se ltilap orang yang 

de lngan se lngaja mellakukan kelke lrasan atau ancaman kelkelrasan 

melmaksa anak mellakukan pelrse ltubuhan de lngannya atau de lngan orang 

lailn, di lpi ldana delngan pi ldana pe lnjara palilng lama 15 (li lma bellas) tahun 

dan palilng si lngkat 3 (ti lga) tahun dan de lnda palilng banyak Rp 

300.000.000,00 (tilga ratus juta rupilah) dan palilng se ldi lki lt Rp 

60.000.000,00 (e lnam puluh juta rupilah). 

 Ke lmudi lan, dil dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Pemerintah Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 te lntang Pe lrlilndungan Anak Menjadi 

Undang-Undang me lngatur, Se lti lap orang yang de lngan se lngaja 

mellakukan kelke lrasan atau ancaman kelkelrasan, melmaksa, mellakukan 

tilpu musli lhat, se lrangkai lan kelbohongan, atau melmbujuk anak untuk 

mellakukan atau melmbi larkan dillakukan pe lrbuatan cabul, dilpildana 

de lngan pi ldana pelnjara palilng lama 15 (li lma bellas) tahun dan palilng 

si lngkat 3 (tilga) tahun dan delnda palilng banyak Rp 300.000.000,00 
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(tilga ratus juta rupi lah) dan palilng se ldi lki lt Rp 60.000.000,00 (e lnam 

puluh juta rupilah). 

 Majelli ls Haki lm melni lmbang bahwa telrdapat unsur-unsur yang 

di lpelrti lmbangkan, antara lailn: 

1. Se ltilap orang 

Se ltilap orang adalah silapa saja orang yang me lnjadil subje lk hukum, 

yang se lhat jasmanil dan rohanil, se lhi lngga dapat di lmilntakan 

pe lrtanggung jawaban melnurut hukum atas pe lrbuatannya. 

4. De lngan se lngaja mellakukan kelke lrasan atau ancaman kelkelrasan, 

melmaksa, mellakukan tilpu musli lhat, mellakukan selrangkai lan 

ke lbohongan, atau melmbujuk anak untuk mellakukan atau 

melmbi larkan dillakukan pelrbuatan cabul, de lngan cara belrlanjut. 

Telrdakwa melmasukkan alat kellamiln ke l dalam lubang ke lmaluan 

korban, Telrdakwa melngancam akan melmukul dan mellukail i lbu 

kandung korban, Te lrdakwa me lmasukan batang ke lmaluan kel 

lubang ke lmaluan korban, dan Telrdakwa melngancam akan 

melmukul atau melnyaki lti l korban. 

 Me lnurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang 

Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban, Le lmbaga Pe lrli lndungan Saksi l dan 

Korban (LPSK) be lrtanggung jawab untuk melnangani l pe lmbelri lan 

pe lrlilndungan dan bantuan pada Saksi l dan Korban be lrdasarkan tugas 

dan kelwe lnangan se lbagai lmana dilatur dalam Undang-Undang i lni l. 
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b. Ke lte lntuan pelmelri lksaan pelrkara dillakukan selsuai l delngan ke ltelntuan  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pe lrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te lntang Pe lrli lndungan Anak 

dan keltelntuan hukum acara pildana, delngan me llakukan pelmelri lksaan 

yang ce lpat, jujur, dan murah. 

 Korban juga berhak mendapatkan bimbingan dan psikolog dalam 

bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi mental dan sosial. Dengan 

cara memberikan layanan dalam bentuk pelayanan kesehatan, dan 

penguatan psikologis. Selain dari psikolog, korban juga berhak 

mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat berupa 

memberikan dukungan untuk pemulihan korban kekerasan seksual dan 

berperan aktif dalam pemulihan korban kekerasan seksual.  

 Ke lke lrasan se lksual yang me lni lmpa anak dapat melngaki lbatkan anak 

melngalami l trauma, dilantaranya de lpre lsi l, si lndrom trauma pelrkosaan 

(rape l trauma syndrome l/RTS), di lsosi lasi l (pelle lpasan daril re laliltas), 

gangguan makan, Hypoactilvel Se lxual De lsi lre l Di lsorde lr (kondi lsi l me ldi ls 

yang me lnandakan hasrat selksual relndah), Dyspare luni la (nye lri l yang 

di lrasakan sellama atau selte llah belrhubungan se lksual), vagilni lsmus (otot-

otot vagi lna me lrelmas atau melnge ljang de lngan se lndi lri lnya).
32

 

 Ole lh karelna i ltu, anak korban ke lkelrasan se lksual harus me lndapatkan 

pe lrlilndungan agar tildak melngi lngat trauma yang di lalamilnya dan anak 

korban melrasa aman. 

                                                 
32

 Indriastuti Yustiningsih, 2020, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari 

Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, LEX Renaissance, Vol.5 No.2, hal. 291. 
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 Me lnurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 te lntang 

Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban, Korban dalam pellanggaran hak asasil 

manusila yang be lrat, sellailn be lrhak atas hak selbagai lmana dilmaksud 

dalam Pasal 5, juga belrhak untuk melndapatkan:  

a. Bantuan meldi ls; dan 

b. Bantuan re lhabilliltasi l psi lko-sosi lal. 

 Di l dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 te lntang 

Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban, Bantuan se lbagai lmana dilmaksud 

dalam Pasal 6 dilbe lrilkan kelpada selorang Saksi l dan/atau Korban atas 

pe lrmilntaan telrtulils daril yang be lrsangkutan ataupun orang yang 

melwaki llilnya ke lpada Le lmbaga Pe lrli lndungan Saksi l dan Korban 

(LPSK). 

 Dalam pelnye lle lsailan kasus ke lke lrasan se lksual telrhadap anak, 

Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur tildak melmi llilki l hambatan dalam prosels 

mellakukan pelrlilndungan hukum, teltapil telrdapat hambatan dalam telnggang 

waktu karelna ke ltilka belrkas sampai l dil Pe lngadi llan waktu yang te lrsi lsa hanya 

15 hari l dan pi lhak Pe lngadi llan melmi llilki l solusi l untuk me lmpelrcelpat waktu 

pe lrsi ldangan agar pi lhak pellaku maupun korban dapat mellakukan bandilng. 

 Namun dalam kelnyataannya sanksi l pi ldana yang di lbe lri lkan be llum 

mampu melmbelri lkan elfe lk jelra karelna masilh melni lngkatnya kasus 

ke lkelrasan se lksual telrhadap anak walaupun hukuman pildana yang 
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di lbelri lkan sudah maksilmal dan sudah di llilndungi l ole lh Undang-Undang 

Pe lrlilndungan Anak.  

 Me lnurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 te lntang 

Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban, Se lti lap orang yang me lnghalang-halangi l 

de lngan cara apapun, selhi lngga Saksi l dan/atau Korban tildak melmpelrolelh 

pe lrlilndungan atau bantuan, selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dilpi ldana delngan pi ldana 

pe lnjara palilng si lngkat 2 (dua) tahun dan palilng lama 7 (tujuh) tahun dan 

pi ldana delnda palilng se ldi lki lt Rp.80.000.000,00 (de llapan puluh juta rupi lah) 

dan palilng banyak Rp.500.000.000,00 (li lma ratus juta rupilah). 

 Anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma 

membutuhkan penanganan secara psikologis untuk mengembalikan 

kondisi psikologi dan sosial anak, dan akan diberikan tempat perlindungan 

sebagai sarana penunjang perlindungan anak. Karena ketika anak 

berhadapan dengan pihak kepolisian akan ada rasa takut, maka perlu 

pendampingan dan koordinasi antara psikolog dan kepolisian untuk 

menjaga kesehatan mental/ mental health anak korban kekerasan seksual. 

Psikolog memiliki upaya dalam memenuhi rasa perlindungan terhadap 

anak korban kekerasan seksual pada saat pemeriksaan, penyidikan, sampai 

putusan pengadilan dengan cara: 
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1. Memberikan rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial dilakukan untuk 

memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 

agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik; 

2. Melakukan pendampingan psikososial, pendampingan psikososial 

merupakan perpaduan antara penanganan dari segi psikologi dan 

penanganan dari segi sosial; 

3. Memberikan rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikososial bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pada seseorang 

yang mengalami gangguan kesehatan mental; dan 

4. Memberikan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikologis bertujuan 

untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan kesehatan 

mental dalam masa pemulihannya untuk dapat menjalankan kehidupan 

sehari-hari dengan sejumlah terapi agar dapat menghadapi tantangan 

sehari-hari. 

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya dalam Upaya 

Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang 

Akan Datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

 Dari l ke lbiljakan hukum pildana dalam pelrlilndungan hukum yang 

saat ilni l te llah dillakukan Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur, te lntunya 

Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur melmpunyai l ke lbi ljakan hukum pildana 

dalam pelrlilndungan hukum dalam upaya mellilndungi l anak korban tilndak 

pi ldana kelkelrasan se lksual yang akan datang. 
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 Me lnurut Chiltta Cahyani lngtyas, haki lm Pe lngadi llan Nelge lri l Jakarta 

Tilmur melngatakan bahwa, kelbi ljakan hukum pildana yang se lharusnya 

dalam upaya me llilndungi l anak korban ti lndak pildana ke lkelrasan se lksual 

yang akan datang di l Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur adalah teltap sama 

karelna me lngacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te lntang 

Pe lrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te lntang 

Pe lrlilndungan Anak, dalam pe lrsi ldangan harus melmbe lrilkan pe lrlilndungan 

agar anak tildak strelss antara lailn: 

a. Ilde lnti ltas anak harus dilse lmbunyi lkan dari l me ldila massa; 

b. Tildak bolelh te lrlalu banyak orang dalam ruang si ldang; dan 

c. Korban me lnggunakan cadar sellama pelrsi ldangan. 

 Apabi lla anak tildak mau mellilhat telrdakwa di l pe lrsi ldangan kare lna 

melrasa saki lt hatil atau elmosil maka telrdakwa dapat dilpi lndahkan kel ruangan 

lailn atau dildudukkan dil be llakang se lhi lngga anak tildak melrasa telrte lkan, 

e lmosil, dan takut. 

 Namun apabilla telrdapat pelrubahan dalam undang-undang 

pe lrlilndungan anak maka ke lbiljakan hukum pi ldana juga akan be lrubah 

melngi lkuti l pe lrubahan telrse lbut, karelna payung hukum yang di lgunakan 

adalah undang-undang pe lrli lndungan anak.
33

 

 Pe lrlilndungan hukum te lrhadap anak di l pe lngadi llan sudah 

di llaksanakan selcara optilmal karelna melngi lkuti l aturan selrta hukum acara 

yang be lrlaku. Pelngadi llan hanya be lrkai ltan de lngan hukuman, pelrlilndungan 
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korban, dan putusan publilkasil de lngan nama dan alamat yang di lsamarkan. 

Apabi lla anak korban kelkelrasan se lksual tildak melmpe lrolelh pe lrlilndungan 

hukum selcara optilmal dilluar pelngadi llan maka korban harus mellapor kel 

pi lhak kelpolilsi lan dan belrcelri lta kel orangtua. 

 Apabi lla me llapor kel ke lpolilsi lan maka akan di larahkan selcara meldi ls, 

mellaluil vi lsum. Se llailn i ltu, telrdapat lelmbaga pe lrlilndungan i lbu dan anak 

untuk melndapatkan pellayanan se lcara optilmal. 

 Haki lm ti ldak dapat mellakukan pelnafsilran dan pe lne lmuan hukum 

baru dalam pelrsi ldangan karelna melnganut asas lelgali ltas selhi lngga tildak ada 

pe lngaturan yang te lgas me lnurut Ki ltab Undang-Undang Hukum Acara 

Pi ldana (KUHAP). 

 Di lke lmudilan haril, masyarakat melmilnta pe lmelri lntah untuk belrsi lkap 

telgas te lrhadap pe llaku kelkelrasan se lksual karelna masyarakat melnillail dari l 

melni lngkatnya data kelkelrasan se lksual daril tahun kel tahun. Pelmelri lntah juga 

harus melne lkankan kelpada seltilap orang tua untuk melmpe lrhatilkan tumbuh 

ke lmbang anak dil rumah maupun dil luar rumah. 

 Me lngontrol pe lrkelmbangan anak tildak pe lrlu mellakukan hal-hal 

yang be lgi ltu elkstri lm selpe lrtil melnge lkang se lgala aktilfi ltas dil luar rumah tapil 

harus de lngan cara yang le lmbut, yai ltu de lngan cara melnde lkatkannya ke l 

agama. Sellailn i ltu pelran pelmelri lntah dalam melmbuat relgulasi l juga me lnjadil 

hal yang pe lnti lng.
34
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 Me lnurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang 

Tilndak Pi ldana Ke lke lrasan Se lksual, Pe lmelri lntah Pusat dan Pe lmelri lntah 

Dae lrah wajilb mellakukan koordilnasi l se lcara belrkala dan belrkellanjutan 

untuk melnge lfe lktilfkan Pe lncelgahan dan Pe lnanganan Korban. Dalam rangka 

mellakukan pelnge lfe lktilfan, pelme lrilntah dapat belke lrjasama delngan 

ke lmelntrilan atau lelmbaga telrkailt. Koordi lnasi l yang di llakukan dapat mellaluil 

pe lrelncanaan, pellayanan, e lvaluasi l, dan pellaporan.  

 Se llailn pelme lrilntah, masyarakat juga dapat belrpartilsi lpasil dalam 

pe lncelgahan, pe lndampilngan, pe lmulilhan, dan pelmantauan telrhadap tilndak 

pi ldana kelke lrasan se lksual delngan me lnsosi lalilsasi lkan pelraturan pelrundang-

undangan yang me lngatur tilndak pildana ke lkelrasan se lksual, melmbe lrilkan 

lilte lrasil telntang ti lndak pildana kelkelrasan se lksual kelpada selluruh lapilsan 

masyarakat, dan melnjaga lilngkungan agar melncelgah dari l tilndak pildana 

ke lkelrasan se lksual.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari l urailan dil atas dapat dilambill kelsi lmpulan se lbagai l belri lkut: 

1. Bahwa ke lbi ljakan hukum pildana dalam pe lrlilndungan hukum pi ldana 

bagi l anak dalam kasus tilndak pildana kelke lrasan selksual dil Pe lngadi llan 

Ne lge lri l Jakarta Tilmur adalah melmpelrhatilkan hak-hak anak atau hak-

hak korban kelkelrasan se lksual delngan gantil rugi l, ganti l rugi l di lhi ltung 

olelh korban me llaluil lelmbaga pe lrli lndungan i lbu dan anak atau lelmbaga 

pe lrlilndungan saksi l dan korban. Ke lmudi lan hasill daril pe lrhi ltungan 

telrse lbut di lse lrahkan kelpada jaksa pelnuntut umum, seltellah iltu jaksa 

pe lnuntut umum melmasukkannya ke l dalam tuntutannya ke lti lka 

pe lmelri lksaan pelrkara tellah sampail ke l batas tuntutan, kelmudilan hakilm 

dalam melmutuskan melmasukkan tututan gantil rugi l teltapil teltap 

melmpe lrhatilkan rasa keladi llan. 
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2. Se ldangkan ke lbi ljakan hukum pildana yang se lharusnya dalam upaya 

melli lndungi l anak korban tilndak pildana ke lkelrasan se lksual yang akan 

datang di l Pe lngadi llan Ne lge lri l Jakarta Tilmur adalah teltap sama karelna 

ke lbiljakannya me lngacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

telntang Pe lrli lndungan Anak. Pe lrli lndungan yang di llakukan agar anak 

tildak stre lss antara lailn i lde lntiltas anak harus di lse lmbunyi lkan; ti ldak bolelh 

telrlalu banyak orang dalam ruang si ldang; dan korban melnggunakan 

cadar sellama pelrsi ldangan. Namun apabilla ada pelrubahan dalam 

undang-undang pe lrli lndungan anak maka akan melngi lkuti l pe lrubahan 

telrse lbut karelna payung hukum yang di lgunakan adalah undang-undang 

pe lrlilndungan anak. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat dilbe lri lkan dalam kasus tilndak pildana kelke lrasan 

se lksual adalah selbagai l be lrilkut: 

1. Sebaiknya pemerintah melmbelri lkan pelmahaman yang le lbi lh bai lk 

ke lpada korban telntang pe lnye lle lsailan pelrkara telrhadap tilndak pildana 

ke lkelrasan se lksual. Hal i lni l di llakukan mellaluil pe lnyuluhan hukum dalam 

bentuk sosialisasi. 

2. Sebaiknya Pe lngadi llan Nelge lri l dapat melnjaliln kelrjasama lelbi lh lanjut 

de lngan i lnstasi l telrkailt se lpe lrtil Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana  dan Le lmbaga Pe lrlilndungan Saksi l dan Korban untuk 

melmudahkan pellaporan telrhadap korban ke lkelrasan se lksual. 
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